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TINJAUAN PUSTAKA
A. Sejarah Singkat Pemerintahan Desa

Sejarah munculnya pemerintahan desa dimulai sejak zaman kerajaan
bahkan mungkin jauh sebelumnya. Suhartono dalam Sumarjono( 2005: 77)
menyatakan bahwa :

“Pada mulanya desa merupakan bentuk komunitas pertama yang

terkonsolidasi dalam kehidupan awal, setelah manusiamemiiiai kehidupan

berkelompok mercka memerlukan tempat tinggal, pembagian kerja, dan

pemimpin-pemimpin kelompok untuk mengatur kehidupan

masyarakataya”.
Pada masa kerajaan, para tokoh masyarakat sangadt disegani karena mempunyai
kelebihan tertentu seix:rti status sosial yang tinggi, kemampuan ilmu agama, atau
kanuragaan sehingga diangkat menjadi.pemimpin kelompok masyarakat desa.
Masa itu pemimpin desa disebut, rama, buyut, demang, mantri, dan lurah.
Pemimpin inilah yang membantu raja dalam menjalankan pemerintahan ditingkat
desa, dan menjadi ¢ikal bakal pemerintahan desa. Mekanisme penyelenggaraan
pemerintahan desa.dilaksanakan berdasarkan hukum adat.

Pémerintahan desa yang modern dan jelas wujudnya dimulai pada masa
kolonial belanda. Pemerintah Kolonial Belanda mulai mengakui eksistensi desa
sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai pemerintahan sendiri
dibawah penguasaan kolonial Belanda. Pada masa berikutnya terjadi dinamika
perkembangan pemerintah desa mengikuti corak kebijkan pemerintahan Indonesia
yang berkuasa. Eko, (2010) berpendapat bahwa untuk mengetahui tahap
perkembangan sejarah singkat pemerintahan desa di Indonesia dapat dilihat pada

masa kolonial, masa pasca kemerdekaan, masa orde baru, dan masa reformasi.
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1. Masa Kolonial

Pada awal pemerintahan kolonial Belanda, desa diiadikan objek
eksploitasi unmtuk mengeruk kekayaan alam desa, dengan cara mengendalikan
penduduk dan tanah desa. Sumarjono (2005:77) berpendapat bahwa pemerintah
desa ditunjuk sebagai perantara pemerintah pusat untuk menjalankan pajak tanah,
kekuasaan, polisi negeri. Pemerintah desa diberikan kewenangan untuk
melaksanakan kebijakan pemerintah kolomal disertai dengan pembayaran yang
diperoleh dari tanah bengkok, upah tanam dan pajak yang\sangai memberatkan
rakyat.

Desa mulai diakui keberadaannya meldiut ‘peraturan yang disebut
regeeringsreglement  tahun 1854, dimana\desa disebut sebagai inJandsche
gemeenten yang mempunyai hak untuk méngatur dan megurus rumah tangganya
sendiri dengan memperhatikan, peraturan-peraturan dari gubernur jenderal. Pada
tahun 1906 kewenangan )desa” ditegaskan lagi dengan keluammya peraturan
islandsche gemeenie~érdonantie (IGO) dimana diatur secara konknt bentuk,
kewajiban dan\ hak~ kekuasaan pemerintah desa baik berdasarkan hukum
ketataprajaan maupun berdasarkan hukum perdata. Eko (2010:10-11) menyatakan
bahwa :

“Proses kelghiran otonomi desa pada zaman kolonial Belanda ini semakin

lengkap dengan disahkannya desa ordonantie baru pada tahun 1941 yang

membernikan keleluasaan kepada pemerintahan desa untuk berkembang
menurut potensi dan kondisinya sendiri, desa tidak lagi dikekang dengan
berbagai peraturan yang mengikat dan instruktif"

Pada masa penjajahan Jepang, Desa ditempatkan di atas aza (kampung,
dusun) yang merupakan institusi terbawah. Otonomi Desa kembali dibatasi

bahkan Desa dibawah pengaturan dan pengendalian yang sangat ketat. Rakyat
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desa dimobilisasi untuk keperluan perang, menjadi satuan-satuan milisi, seperti
Heiho, Kaibodan, Seinendan, dan lain-lain. Kepala Desa difungsikan sebagai
pengawas rakyat untuk menanam tanaman yang dikehendaki Jepang, seperti jarak,
padi dan tebu, (Hendriono, 10 Juli 2009).

2. Masa Pasca Kemerdekaan / Orde Lama

Pada awal masa kemerdekaan, pemerintah pusat mengakui bahwa desa
sebagai daerah otonom. UJU No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah,
menegaskan bahwa pemerintahan desa sebagai suatu daerah\otenom yang berhak
mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Keémudidn diperkuat oleh UU
No. 1 Tahun 1957 yang menyebutkan bahwa desalmerupakan daerah tingkat 111
sebagai daerah otonom terbawah.

Pada tahun 1965, seiring dengan’ semangat demokrasi terpimpin yang
mengusung spirit otoritarianisme “dan sentralisme, maka desa berubah nama
menjadi desa praja. Eko {2010:17-18) berpendapat bahwa konsep desa praja pada
prinsipnya berupayaményeragamkan seluruh desa yang ada di Indonesia sehingga
fidak ada lagi kesatuan masyarakat hukum diberbagai wilayah yang memiliki
nama selain desa praja. Pemerintahar desa merupakan alat dari pemerintah pusat,
sehingga kepala desa mempunyai otoritas yang besar dan menjadi penguasa
tunggal dengan posisi yang kuat. Untuk mengambil tindakan dan keputusan-
keputusan penting, pemerintah desa tetap harus mendapat persetujuan dar
pemerintah diatasnya
3. Masa Orde Baru

Pada masa orde baru, posisi pemerintahan desa semakin jelas dan kuat

scbagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Ada tiga langkah utama yang
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ditempuh oleh Orde Baru untuk mengendalikan desa, yaitu : (1) konsolidasi
politik untuk menciptakan stabilitas politik di desa; (2) pembangunan desa; (3)
modernisasi, negaranisasi, dan marginalisasi desa. UU No. 5 tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa, betul-betul paralel dengan semangat sentralisasi. Pemerintah
desa mengalami birokratisasi kedalam suatu garis komando yang sentralistik, dan
desa menjadi unit pemerintahan terendah yang dikendalikan oleh negara langsung
dibawah camat. Kepala desa pada dasamya bukanlah pemimpin masyarakat desa
yang berakar dan /egifimate dimata masyarakat, melainkan‘\sebagai kepanjangan
tangan pemerintah pusat yang digunakan untuk mefigenddlikan penduduk dan
tanah desa.

UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menghendaki
pemerintahan desa yang modern dan  birokratis, dan marginalisasi terhadap
keragaman kesatuan masyarakat hukum adat. Kondisi ini menyebabkan otonomi
desa menjadi semakin hildrig dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan desa.
Sumarjono (2005:1122113) menyatakan bahwa :

“Indikator “kemunduran otonomi desa terlihat dari pemilihan kepala desa

yang, sudah” diintervensi, perencanaan pembangunan yang bersifat top

down, transfer dana ke pemerintah desa dalam bentuk bantuan desa

(Bandés), Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang diketuai oleh kepala

desa, merupakan indikator-indikator kongkrit yang memperlihatkan

bagaimana kewenangan pemerintaban desa dalam mengatur dan mengurus
sendiri rumah tangganya telah dihilangkan oleh rezim orde baru™.
4. Masa Reformasi

Era reformasi merupakan tonggak kebangkitam otonomi. Desa diposisikan
tidak lagi sebagai bentuk pemerintahan terendah dibawah camat, melainkan
sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul desa. Implikasinya
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adalah desa berhak membuat regulasi desa sendiri untuk mengelola barang-barang
publik dan kehidupan desa, sejauh belum diatur oleh kabupaten. Indikator lain
adalah pelembagaan demokrasi desa dengan lahirmya Badan Perwakilan Desa
(BPD) yang merupakan representasi darnt berbagai golongan masyarakat yang ada
di desa. Bersama kepala desa BPD menetapkan Peraturan Desa (Perdes) untuk
mengatur urusan dan kepentingan masyarakat.

Penguatan lembaga legislatif desa (BPD) menjadi fenomena baru bagi
kepala desa yang selama ini menjalankan pemerintah desa Secara storiter. Fungsi
kontrol dan penyeimbang dalam pemerintaban desa” oleli ' BPD menyebabkan
banyak terjadi konflik antara kepala desa dan BPD.Eko(2010:53-54) menyatakan
bahwa :

‘Kondisi tidak harmonis antara/ pemerintah desa dan BPD lebih

dikarenakan oleh pemaharh ydng sempit terhadap perubahan paradigma

tata pemerintahan desa, Sehingga pemerintah pusat akhirnya
mentransformasi Bddan  Perwakilan Desa (BPD) menjadi Badan

Permusyawaratan Desa{BPD).”

Makna kata perwakilad diubah menjadi permusyawaratan sehingga anggotanya
pun terdiri dari\tokoh-tokoh masyarakat. Badan Permusvawaratan Desa (BPD)
hanya diamanat untuk memembuat dan mengesahkan Perdes, menampung dan
menyalurkan asiprasi masyarakat.

Berbagai format perubahan terhadap tata pemerintahan desa akhirnya
justeru berakibat terjadinya kemunduran terhadap otonomi desa. Pemerintah pusat
hanya mengakui bahwa otonomi hanya sampai kepada daerah kabupaten/kota.
Pemerintah desa pada dasarnya menjalankan sebagian kewenangan dari
pemerintah kabupaten. Negara hanya mengakui keberadaan desa tetapi tidak

membagi kewenangan kekuasaan pemerintahan kepada pemerintah desa secara
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tegas. Sehingga penyerahan kewenangan kepada pemerintahan desa sangat
tergantung pada keputusan bupati sebagai kepala daerah otonom. Akuntabilitas
kepala desa yang dilaksanakan secara vertikal kepada bupati melalui camat, dapat
dimaknai sebagai resentralisasi.
B. Otonomi Desa
1. Otonomi

Chalid (2008:9.5) berpendapat bahwa otonomi memungkinkan suatu
daerah memiliki kemampuan mengoptimalisasi potensinya dan-mendorong daerah
berkembang sesuai dengan karakteristik ekonomi, ).geografis, dan sosial
budayanya. Otonomi menjadi suatu pilihaw sfrategis untuk negara yang
mempunyai wilayah kekuasaan besar dan‘karakicristik daerah serta masyarakat
yang beragam. Pemerintah daerah atau lokal yang paling dekat dengan masyarakat
diasumsikan paling mengetahui kebétuhan masyarakatnya dan harus diberi
otoritas dalam bentuk otorGmi.daérah yang nyata dan bertanggung jawab.

Otonomi secara’etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata Auto
yang berarti sendiri, dan kata Nomos yang berarti peraturan atau perintah,
Berdasarkan pada dua perkataan tersebut maka menurut Agustino, (2011:10)
otonomi berarti peraturan yang dibuat oleh satu entitas (pemerintahan) tersendiri.
Beberapa ahli juga membenkan pengertian tentang otonomi. Rian Nugroho,
(2000:46) berpendapat bahwa otonomi berarti memerintah sendiri. Samoff dalam
Apgustino (2011:11) menyatakan bahwa :

“transferred power and Authority over decision making to local units are
the core of autonomi.”

Escobar-Lemmon dalam Agustino (2011:11) mempertegas bahwa :
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“Otonomi merupakan pemindahan otoritas, fungsi dan tanggung jawab
untuk memformulasikan kebijakan dan keputusan dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah”™.

Kaho (2005:16) berpendapat bahwa otonomi merupakan pemerintahan
sendiri meliputi pengaturan atau pengundang-undang sendiri, dan dalam batas-
batas tertentu juga pengadilan dan kepolisian sendiri. Hal yang diatur dan diurus
adalah tugas-tugas atau urusan tertentu yang diserahkan oich pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah. Damanik (2010;113) berpendapat bahwa otonomi
adalah penyeraban urusan pemerintahan kepada pemefiniahan’ daerah yang
bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi penieriniah. Tujuannya adalah
peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dasy méningkatkan daya saing daerah
dalam proses pertumbuhan.

Handoyo (1998:27) menyebutkan bahwa otonomi dapat diartikan sebagai
zelfwetgeving atau pengundangan\sendiri, mengatur atau memerintah sendiri.
Istilah otonomi mempunyaj makna kebebasan atas kemandirian (zelfstandighied),
tetapi bukan kemerdekaan (onafhankelijkhied). Lennart Lunquist dalam
Sumarjono (2005:'98-99) menyatakan bahwa :

“Konsep” otonomi terdiri darl dua dimensi utama yaitu kebebasan

bertindak dan kapasitas untuk bertindak. Kebebasan bertindak adalah hak

untuk memutuskan cara tindakannya sendiri, sedangkan kapasitas
bertindak dimaksudkan sebagai kemampuannya dalam mewujudkan dan
mencapai tijuan yang telah diputuskan”.
Kebebasan bertindak identik dengan kekebalan yang dimiliki oleh pemerintah
lokal dari intervensi pemerintah yang lebih tinggi. Meskipun diperlukan untuk
mengatasi masalah dan mendorong inovasi pemerintah lokal, tetapi intervensi

secara terus-menerus akan mematikan kemandirian lokal. Intervensi yang terlalu

kuat akan berpengaruh negatif terhadap kinerja sebuah lembaga atau komunitas.
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Intervensi pemerintah yang terlalu kuat kepada pemerintah desa justeru tidak akan
menciptakan kemajuan dan kemandirian desa tersebut. Kapasitas bertindak
identik dengan kebebasan untuk menafsirkan hak dan kewajibannya dalam
hubungan dengan persoalan dan preferensi lokal.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, maka konsep otonomi dapat
diartikan sebagai kewenangan/keleluasaan yang dimiliki oleh pemerintah
daerah/lokal dalam membuat keputusan sendiri berdasarkan preferensi
masyarakatnya. Atas dasar konsep tersebut, maka ada bidang-kiasa pemerintah
daerah untuk membuat program dan peraturan sesuai’dengan’ wilayahnya melalui
pendelegasian wewenang dari pemerintah yangdebih tinggi kepada pemerintahan
yang lebih rendah kuasanya. Secara filosefi ‘bahwa implementasi otonomi
sesungguhnya berorientasi mengembangkan sensitivitas kemandirian daerah,
melatih daerah mencapai kedewasaanya dan dapat mengelola permasalahan dan
kepentingan sendiri, shémpersiapkan political schooling untuk seluruh
masyarakat, mempersiapkan saluran bagi aspirasi dan partisipasi daerah, dan
membuat pemeriniah secara optitnal mencapai efisiensi dan efektivitas.

Kaho (2005:66) berpendapat bahwa untuk dapat melaksanakan otonomi,
maka ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi, yaitu : (1) manusia sebagai
pelaksana harus baik; (2) keuangan harus cukup dan baik; (3) peralatan harus
cukup dan baik; (4) organisasi serta manajemen harus baik. Faktor-faktor
tersebut diatas sangat menentukan terhadap keberhasilan pelaksanaan otonomi

pada suatu daerah.
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2. Desa

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat
politik dan pemerintahan di lndonesia. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat
adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi yang mempunyai posisi yang
sangat penting. Secara ekonomis desa menjadi fondasi kehidupan supra desa. Kata
desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu dari kata deshi yang artinya tanah
kelahiran atau tanah tumpah darah, selanjutnya kata deshi menjadi kata desa.

Para Ahli memberikan beberapa definisi tentang desa.-Kartohadikusumo
(1988:16) menyatakan bahwa :

“Desa adalah kesatuan hukum yang didaldmnya bertempat tinggal suatu
masyarakat yang berhak menyelenggaraKan pemerintahan sendiri.”

Damanik (2011:106) berpendapat bahwa_desa merupakan institusi yang otonom
dengan tradisi, adat istiadat dan Jiukimnya sendiri, serta relatif mandiri. Dadang
Juliantara (2000:132) menydtakan bahwa :

Istilah desa selald drasosiasikan dengan dua gambaran, Pertama, desa
secara sosiologis~dilihat sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu
yang antar'miereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang
relatif homogen. Oleh karena itu, desa didefinsikan sebagai masyarakat yang
hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan
tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang dapat dikatakan rendah.
Kedua, desa sering di identikan dengan organisasi kekuasaan, maka desa
didefiniskan sebagai organisasi pemerintahan atau organiasasi kekuasaan yang

secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan negara.
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Nurman (2006:47) berpendapat bahwa desa adalah pemerintahan terkecil dan
tertua di Indonesia berdiri sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar
dan negara-negara /kerajaan. Widjaja (2004:3) berpendapat bahwa desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal
usul yang bersifat istimewa.

Konsep desa dalam penelitian ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mendiami suatu wilayah, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat,
serta berhak menyelenggarakan pemerintahan sendiris sesuai kepentingan
masyarakatnya. Jika dilihat dari persfektif sebagai”orgasitsasi kekuasaan atan
organisasi pemerintahan, maka desa merupakan ‘bagian dari unit pemerintahan
terbawah menurut hirarki sistem pemerintahan di Indonesia. Kedudukan desa
dalam tatanegara Indonesia merupakan _bagian dari pemerintah kabupaten dan
berfungsi sebagai subsistem dart pemerintah kabupaten, sedangkan pemerintah
kabupaten berkedudukan™sebagai pemerintah supra desa. Pemerimah daerah
sebagai pemilik otonOmi dacrah mempunyai kewenangan yang luas untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya terutama masyarakaIA desa.
Agar urisan )pérnerintahan lebih menyentuh kepentingan masyarakat, maka
pemerintah kabupaten/kota melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
pemerintah desa melalu: proses desentralisasi. Kewenangan yang dimiliki desa
inilah kemudian dipahami sebagai otonomi desa.

3. Pengertian Otonomi Desa

Konstitusi memang tidak secara eksplisit menyebutkan tentang otonomi

desa. Eksistensi otonomi desa sering dilihat dari aspek historis-sosiologis, di mana

desa dipandang sebagai kesatuan masyarakat hukum (self governing community)
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sehingga membuatnya disebut memiliki otonomi asli berdasarkan hak dan
kewenangan asal-usul atau adat setempat. Disisi lain dalam konteks tata negara
Indonesia, bahawa kewenangan desa juga berasal dan pemberian (pelimpahan)
dan pemerintah supra desa (kabupaten). Untuk itu perlu dirumuskan konsep
otonomi desa yang komprehensif.
Berbagai definisi tentang otonomi desa telah dirumuskan oleh kalangan
ahli dan akademisi. Nurman (2006:3) menyatakan bahwa :
“Otonomi desa merupakan kewenangan yang dimiliki=oleh desa untuk
mengelola sumberdaya alam dan sumberdaya ~“ekonomi untuk
kescjahteraan warganya dan mendistribusikannya secara adil kepada
semua kelompok termasuk kelompok marjinal™
Pendapat lain diungkapkan oteh Sumarjono {2005:109) menyatakan bahwa :
“Otonomi desa adalah suatu tingkat kebebasan untuk mencapai preferensi
lokal, dan untuk memenuhickebutvhan lokal, dan tingkat kapasitas desa
untuk mendefinisikan dandnengartikulasikan pengertian mereka sendiri.”
Kalangan Non Goverment Organisation (NGO) atau organisasi non pemerintah,
memberikan pengertidn ‘bahwa otonomi desa adalah kemampuan mengelola
maupun membiayai. pemerintahan, pembangunar: dan kemasyarakatan dengan
bertumpu pada hasi! sumberdaya lokai, swadaya dan gotong royong. Kelemahan
mendasar konsepsi ini adalah bahwa otonomi desa dipandang sebagai kewajiban
dan tanggungjawab bukan hak yang harus dimiliki desa, dan juga sifat
meminimalisir bantuan pemerintah dengan memaksimalkan swadaya masyarakat
berpotensi terjebak dalam kebijakan eksploitatif terhadap desa. Abdurrozaki
(2005:53) berpendapat bahwa :
“Otonomi desa adalah kemandirian yang dimiliki oleh desa untuk
mengelola pemerintahan, mengambil keputusan, dan mengelola

sumberdaya lokal sendiri yang sesuai dengan preferensi masyarakat
setempat™.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



24
41444 pdf

Nurman (2006:17) mengungkapkan bahwa :

Terdapat dua konsep otonomi desa berdasarkan asal usul hak, yaitu : hak
berian dan hak bawaan. Hak bawaan adalah hak yang sejak dulu telah dimiliki
desa yang melekat pada sejarah asal usul desa (otonomi asli), sedangkan hak
berian adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Kewenangan
sering dipahami sebagai hak legal secara penuh untuk bertindak mengelola rumah
tangganya sendiri. Ada juga yang memahami sebagai kekuatan formal perangkat
negara untuk mengambil keputusan yang bersifat mengikat ‘dan memaksa
terhadap warga negara.

Abdurrozaki (2005:56) berpendapat baliwd kewenangan adalah hak dan
dan kekuasaan pemerintahan desa dalam’ mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat sesuai kondisi dan sosialbudaya setempat yang meliputi : pembuatan
keputusan, pelaksanaan, dan kontrol” dalam bentuk regulasi sendiri (perdes),
mengambil atau memanfaatkan barang-barang atau aset publik dalam lingkup
yurisdiksinya. Berkaitan {l¢éngan kewenangan desa, Tarigan dalam Abdurrozaki
(2005:57) menyanipaikan bahwa :

“Kewenangan desa berpusat pada kewenangan untuk mengelola

sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi untuk kesejahteraan warganya

dan mendistribusikannya secara adil kepada semua kelompok masyarakat
termasuk kelompok marginal™.
Kewenangan desa lebih spesifik disampaikan oleh Sumarjono (2005) yang
menyatakan bahwa :

Terdapat 4 (empat) tipe kewenangan desa, yaitu :

(1) Kewenangan generik atau kewenangan asli, yaitu hak atau kewenangan asal
usul yang melekat pada desa sebagai kesatu masyarakat hukum (local- self
comunnity) disebut sebagai wujud otonomi asli, terdiri dari : (1) kewenangan
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mengelola sistem pemerintahan sendiri, (2) kewenangan mengelola
sumberdaya lokal (tanah kas desa, tanah bengkok, tanah ulayat, hutan adat,
dll}, (3) kewenangan membuat dan menjalankan hukum adat setempat, (4)
kewenangan mengelola dan merawat nilai-nilai dan budaya lokal, (5)
kewenangan yudikatif atau peradilan komunitas.

(2) Kewenangan devolutif, yaitu kewenangan yang melekat pada desa karena
posisinya sebagai pemerintah lokal (local-self government) meskipun belum
diakui sebagai entitias otonom seperti pemerintah kabupaten.

(3) Kewenangan Distributif, yaitu kewenangan gsnengelola urusan (bidang)
pemerintahan yang dibagikan oleh pemerintah'kepada desa.

(4) Kewenangan dalam menjalankan tugas pembantuan. (hal. 122-123).

Kewenangan desa akan ¢terwanjud jika ada proses desentralisasi
kewenangan sampai pada tingkatandesa. Damanik (2010:78) berpendapat bahwa
desentralisasi adalah peridelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan
kebijakan kepada ‘memnajer atau orang-orang pada level bawah pada suatu
organisasi. Nurman(2006:9) berpendapat bahwa desentralisasi merupakan
bentuk penyérahan kekuasaan/kewenangan atas suatu urusan tertentu dari
pemerintah yang lebih tinggi pada tingkatan yang lebih rendah. Pada konteks
desa, menurut Abdurrozaki (2005:47) bahwa :

“Sesungguhnya ada tiga skema desentralisasi atau pelimpahan

kewenangan yang dapat dibawa ke desa, yaitu : Pertama, Desentralisasi

Politik yaitu pembagian kewenangan dan tanggungjawab kepada desa

untuk mengelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik
dasar; Kedua, Desentralisasi Pembangunan yaitu pembagian kewenangan
perencanaan desa yang menegaskan bahwa desa berwenang membuat

perencanaan sendiri; Keftiga, Desentralisasi Kevangan yaitu alokasi dana
kepada desa untuk membiayai urusan pemerintahan dan pernbangunan”.
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Ketiga aspek desentralisasi tersebut diatas merupakan satu rangkaian yang tidak
dapat dipisahkan, karena prinsipnya desentralisasi politik dan pembangunan tidak
akan berjalan bila tidak diikuti oleh desentralisasi fiskal (keuangan). Pelimpahan
kewenangan ke desa tidak boleh menciptakan beban baru tetapi harus mampu
mendorong desa untuk berinisiatif dan berinovasi bagi perbaikan pelayanan
publik ditingkat desa. Pelimpahan kewenangan ini harus mengikuti prinsip
finance follow function, artinya bahwa pelimpahan kewenangan ke desa harus
disertai pelimpahan keuangan kepada pemerintah desa.

Ada dua unsur yang terkandung dalam kebijaKan deSéntralisasi keuvangan,
yaitu : Pertama, kewenangan dan keleluasaan daefah mengelola sumber-sumber
keuangan desa, mulai dani kewenangan menggali sumber keuangan desa sampai
pada keleluasaan dalam melakukan pembelanjaan yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat setempat. Kedua, tfransfer dana dari pemerintah kepada pemerintah
desa dalam bentuk alokasi dana’untuk membiayai urusan kepentingan masyarakat
setempat. Abdurrozaki{2005: 5-6) menyatakan bahwa :

Secara umum ada beberapa tujuan dari pelaksanaan otonomi desa, yaitu :
(1) Mendekatkan perencanaan  pembangunan  kepada — masyarakat;
(2) Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan; (3)
Menggairabkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa; (4)
Memberikan kepercayaan, tanggungjawab, dan tantangan bagi desa untuk
membangkitkan prakarsa dan potensi desa; (5) Membuka arena pembelajaran
yang sangat berharga bagi pemerintah desa, BPD, dan masyarakat; (6)

Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.
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Lebih lanjut Eko (2010) menyatakan bahwa :

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi otonomi desa, maka dapat
dilihat dari indikator berikut : (1) administrasi desa yang tertata dengan baik; (2)
perencanaan desa yang berkualitas; (3) kewenangan dan tufoksi yang jelas;(4)
APBDes yang memadai, bersumber dari ADD dan PADes; (5) kekhasan lokal dari
potensi unggulan desa; (6) mengenali dan mengembangkan potensi sumberdaya
ekonomi lokal sebagai sumber PADes; (7) tata pemerintahan yang baik; (8)
masyarakat yang aktif dan partisipatif (hal.7).

Berdasarkan hasil penelitian oleh Perkumpéian “ENISIATIF Bandung
tahun 2001-2005 terhadap Pengalaman eksperimen desentralisasi di Kabupaten
Bandung, disebutkan bahwa beberapa hal yang menjadi latar belakang wacana
otonomin desa, yaitu: Pertama.banysk keluban dari desa bahwa usulan
pembangunan yang disampaikan\kepada pemerintah kabupaten sering tidak
diterima dan menimbulkan kekécewaan masyarakat sehingga muncul persepsi
bahwa pemerintah kurang memperhatikan kepentingan dan nasib mereka. Kedua,
bahwa terlalu banyak usulan kegiatan disampaikan masyarakat sehingga melebihi
kapasitas ‘kemampuan pemerintah kabupaten untuk memenuhinya. Banyak usulan
kegiatan tidak sesuai dengan prioritas pembangunan kabupaten, tidak layak
diusulkan karena tidak sesuai dengan kapasitas kemampuan dan juga diluar
kewenangan pemerintah daerah.

Solusi dari permasalahan tersebut menyerahkan perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan kepada desa, dengan asumsi bahwa masyarakat desa
lebih mengetahui apa yang menjadi kepentingannya sendiri dan berbeda untuk

setiap desa. Akhirnya pengembangan konsep desentralisasi dari kabupaten ke
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desa dilakukan melalui desentraslisasi kewenangan yang diiringi desentralisasi
keuangan dengan pertimbangan bahwa keuangan mengikuti beban kewenangan
yang akan dikerjakan. Pelimpahan kewenangan menjadi upaya penguatan
otonomi desa dan diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat yang
lebih besar.

C. Keuangan Desa

Ada tiga komponen penting yang harus dipunyai desa dalam
mengimplementasikan otonomi desa, yaitu : (1) kewenangan;.{2} perencanaan;
dan (3) keuangan. Aspek-aspek ini merupakan perangkat<{ tools ) yang saling
menunjang schingpa kalau salah satunya lpput{ maka yang lainyapun sulit
digunakan. Misalnya desa sering dituntit wntik membuat perencanaan yang
partisipatif, namun jika kewenangan dan keuangan tidak dimiliki maka sebagai
tools perencanaan itu telah tumpul sejak dibuat.

Kabalmai (2008:4)) berpendapat bahwa uvang menjadi instrumen yang
paling kongkrit untuk/mewujudkan otonomi desa dan kesejahteraan. Otonomi
tacpa vang adalah'sesuatu yang mustahil dicapai karena uvang merupakan logistik
untuk meémbangan desa. Menurut Wajong dalam Kaho (2005:138) menyatakan
bahwa :

“Setidaknya ada tiga pengertian uvang, yakm : (1) alat untuk mengukur
harga barang; (2) alat untuk menukar barang dan jasa; (3) alat penabung™.

Sebagai alat pengukur, penukar dan penabung, uang menduduki posisi yang
sangat penting dalam penyelenggaraaan urysan rumah tangga pemerintahan
daerah, sehingga posisi keuangan daerah sangat menentukan corak, bentuk, serta
kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah
daerah.
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Kaho (2005:138) berpendapat bahwa salah satu kriteria penting untuk
mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus
rumah tangganya adalah kemampuan Self suporting dalam bidang keuangan.
Keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah
dalam melaksanakan otonominya. Filosofinya bahwa suatu daerah untuk dapat
menyelenggarakan urusan rumah tangganya membutuhkan dana atau uang,

Pada konteks desentralisasi keuangan, konsep _keuangan yang
dimaksudkan adalah keuangan negara. Abdurrozaki (2004.67)-berpendapat bahwa
keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban nepara yang dapat dinilai
dengan uang, baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik negara
untuk melaksanakan hak dap kewajibannnya. fkhsan (2007:1.24) menyatakan
bahwa :

“Keuangan negara disebub, sébagai keuangan pemerintah (government

Sfinance) merupakan kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang keuangan

yakni dalam mericari~sumber-sumber dana atau penerimaan (source of

fund) dan bagainiana 'dana yang diperoleh tersebut digunakan (uses of

Jund) untuk mencdpai tujuan-tujuan pemerintah.”

Sebagai unit pemerintahan terendah, maka konsep keuangan negara juga
berlaku atau dapat direfleksikan pada konsep keuangan desa. Sehingga keuangan
desa dapat didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa dalam
penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan desa, serta segala sesuatu baik berupa uang
maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berkaitan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa.
Keuangan desa terealisasi dari desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten kepada

pemerintah desa. Transfer ini dilakukan dalam konteks menjaga konsistensi
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terhadap semangat desentralisasi atau pelimpahan sebagian kewenangan
pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. Jika konsistensi ini ditaati, maka
relasi keuangan antara pemerintzah kabupaten dengan pemenntah desa idealnya
memakai dana perimbangan. Abdurrozaki (2004:67) berpendapat bahwa
formulasi dana perimbangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa,
secara konsepsional idealnya dalam bentuk general puspose gramt (dana alokasi
umum), bukan dalam bentuk bantuan keuangan yang sangat sarat dengan makna
politis. Transfer keuvangan yang diberikan oleh pemerintah.kabupaten, harus
bermakna dorongan untuk membangun desa, miémunCalkan kemandinan,
memfasilitasi persoalan eksternalitas desa, serta(scbagai bentuk akuntabilitas
pengelolaan keuangan pemernintah kabupaten yang berasal dan potensi-potensi
desa.

Hudayana (2003:48) berpendapat bahwa desa mempunyai sumber-sumber
keuangan desa, seperti : (d))pendapatan asli desa (hasil usaha desa, hasil kekayaan
desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong dan lain-lain); (b)
bantuan dari pemerintah kabupaten (bagian dari perolehan pajak dan retribusi
daerah serta bagian lain dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang
diterima kabupaten); (c) bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi; (d)
sumbangan pihak ketiga; dan (e) pinjaman desa. Lebih lanjut Kabaimay (2008)
menyatakan bahwa :

Paling sedikit ada lima skema yang digunakan pemerintah untuk
mengelontorkan uang ke desa, yaitu sebagai berikut : (1) Bantuan (stimulan):
untuk memancing swadaya masyarakat; (2) Insentif: untuk merangsang desa

berbuat sesuatu atau sebagai hadiah karena desa berprestasi; (3) Alokasi Dana
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Desa (ADD): dana bagian dari dana desentralisasi sebagai hak desa untuk
membiayai kewenangan desa; (4) Akselerasi : sebagai dana khusus untuk
mempercepat penyiapan dan realisasi perencanaan desa ataupun dana untuk
membiayai proyek percepatan desa-desa tertinggal; (5) Investasi : pembiayaan
oleh pemerintah atau swasta dalam membangun kawasan pedesaan guna memacu
pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan yang dekat dengan
desa, (hal 4-5).

Ada dua aspek fokus perhatian pemerintah dalant\meliksanakan proses
transfer keuangan ke desa, yaitu : (1) jumlah dana/yang-ditransfer harus sesuai
dengan beban tanggungjawab yang dyalankan “desa; dan (2) pemerintah desa
diben1 otoritas penuh dalam pengelolaan ‘kéuangan desa dengan meminimalisir
intervensi pemerintah kabupaten. Pemerintah desa menjalankan tanggung jawab
pelayanan, dan pembangunan.Jikaketersediaan dana lebih kecil dari beban tugas,
maka tugas pemerintali )dess tidak dapat optimal. Banyak kegiatan yang
menyentuh kebutubandnasyarakat belum terpenuhi.

D. Pengelolaan Keuvangan Desa

Salah saftu upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan keuangan desa agar
efektif dan efisien adalah dengan melakukan pengelolaan. Pengelolaan diartikan
sebagal suatu rangkaian pekerjaan atan usaha yang dilakukan oleh sekelompok
orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu,
(Zulfikar Putra, 28 Januan 2011). Suryana, (2006:166) menyatakan bahwa :

“Pengelolaan merupakan serangkaian usaha yang bertujuan untuk

menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif
dan efisien guna mencapai tujuan tertentu.”
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Berdasarkan pengertian diatas disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu
kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan
pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumberdaya alam yang
dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Pengelolaan keuangan desa dimaksudkan sebagai serangkaian kegiatan
yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan
terhadap pemafaatan keuangan desa secara epektif dan efisien. Kegiatan
pengelolaan keuangan desa mencakup pengelolaan terhadap-sumber keuangan
internal (PADes) dan ekstemal desa (ADD). Jadi otoiiorni désa dalam pengelolaan
keuangan desa mengandung arti yang luas, y4itu‘tidak saja bermakna seberapa
besar otoritas desa dalam memanfaatkan dana yang dialokasikéh ke desa, tetapi
lebih jauh dari itu bagaimana keleluasaan desa dalam menggali potensi desa
untuk menjadi sumber penerimiaan ‘guna meningkatkan pendapatan asli desa.

Untuk melaksanakan «pengelolaan keuangan desa, kapasitas pemerintah
desa, Badan Permusydwsaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa harus diperkuat
(berkonsolidasi), untuk merencanakan, memformulasikan dan mengontrol
anggaran ‘pendapatan dan belanjanya. Anggaran adalah rencana sumber-sumber
pendapatan dan alokasinya untuk membiayai, demm tercapainya rencana yang
telah ditetapkan dalam periode tertentu. Rencana sumber dana adalah berkaitan
dengan proses menggali potensi dana yang diperoleh dalam desa maupun dari
tuar desa.
E. Pemahaman Aparatur Pemerintahan

Sejauh ini belum ada definisi formal tentang otonomi desa dalam regulasi

pemerintahan Indonesia. Konsep otonomi desa ditemukan dalam kajian akademik,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



33
41444 pdf

sermnar, dan suara advokasi untuk pembaharuan desa Kondisi ini akan
menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap konsep otonomi desa, sehingga
berpotensi menimbulkan pemahaman yang salah dan akan menjauhkan otonomi
dari desa.

Suharsimi (2009:117) berpendapat bahwa pemahaman (comprehension)
adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (estimates),
menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan
contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan,  Pemahaman dapat
didefinisiklan sebagai suatu kemampuan seseofang “dalam mengartikan,
menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakas sésuatu dengan caranya sendiri
tentang pengetahuan yang pernah diterimanya (Muhammad Zainal Abidin, 2
September 2011). Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa
pemabaman adalah kemampuan seseorang dalam mengartikan dan menuliskan
kembali sesuatu pengetah@an yang diketahuinya.

Aparatur pemefintah kabupaten harus memiliki pemahaman yang benar
terhadap konsep,otonomi desa, karena sesungguhnya otonomi desa berasal dari
otonomi ‘daerah sehingpga peran pemerintah kabupaten sangat menentukan
eksistensi otonomi desa. Realisasi dari pemahaman yang baik diwwjudkan dalam
bentuk lahirnya regulasi yang mengatur tentang otonomi desa. Pemahaman serupa
juga harus dimiliki pemerintah desa, karena dorongan otonomi desa harus betjalan
dua arah. Pemerintah desa harus memainkan peran sebagai aspirator dan bahkan
terlibat langsung dalam merumuskan kebijakan tentang otonomi desa sehingga
tidak bias. Kismartini (2009:1.39) berpendapat bahwa pembuatan kebijakan

publik pada tahap representation membuka kesempatan kepada kumpulan orang-
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orang untuk menyampaikan pemikiran guna mempengaruhi pembuat kebijakan.
Dunn (2003:1) berpendapat bahwa untuk merumuskan program publik periu
pengetahuan/informasi lengkap yang diperoleh dari pengambil kebijakan dan
publik (masyarakat).

Pemahaman secara teoritis harus sejalan dengan implementasi sebagai
ranah praktek baik berupa regulasi maupun pelaksanaannya. Komitmen dan
konsistensi sangat diperlukan agar otonomi desa tidak sebatas gvancana pejabat
pemerintah kabupaten yang bersifat retorika. Untuk melihat sejauh mana tingkat
pemahaman terhadap otonomi desa, maka dapat dililiat/dpaindikator yaitu (1)
pengetahuan terhadap konsep/teor, dan (2) implémentasi.

Eko (2019) menyatakan bahwa ada empat bentuk pemahaman atau cara
pandang tentang otonomi desa, yaitu {{1) Legal formal, pemahaman otonomi desa
dari cara pandang ini merujuk pada diktum-diktum yang tertuang secara baku
dalam undang-undang; (2) Pengakuan, otonomi desa dipahami sebagai bentuk
pengakuan negara terhadap cksistenst desa beserta hak asal-usul dan adat-
istiadatnya; (3)._Kesatuan Masyarakat Hukum (self-governing community),
otonomi desa dipahami komunitas lokal yang mengelola hidupnya sendirt dengan
menggunakan pranata lokal; (4) Romantis-Lokalistik, otonomi desa dipahami
sebagai masalah internal desa. Swadaya masyarakat dan gotong royong
merupakan social capital yang menjadi tolak ukur sedangkan bantuan pemerintah
hanya pelengkap saja, (hal 60-61).

Abdurrozaki (2005:166-167) berpendapat bahwa ada dua kesalahan
pemahaman yang sering terjadi pada tingkat pemerintah kabupaten dalam

memahami posisi desa pada konteks otonomi desa. Pertama, pemerintah
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kabupaten selalu mempersepsikan desa sebagai bagian dari  birokrasi
pemerintahan kabupaten berdasarkan kedudukan desa sebagai subsistem
pemerintah kabupaten sesuai hirarkis sistem pemerintahan daerah. Cini khas
birokrasi berupa petunjuk (intervensi) dari atas menjadi pedoman yang tidak boleh
dilanggar. Kedua, pemerintah kabupaten tidak mempercayai desa dengan alasan
rendahnya kualitas SDM desa. Pejabat kabupaten selalu menganggap desa belum
sitap dan belum mampu menyelenggarakan otonomi desa, bahkan secara
berlebihan pemerintah kabupaten menaruh kekhawatiran terhadap resiko korupsi
oleh perangkat desa jika mereka memperoleh pembagian’ tang dalam jumiah
besar.
F. Desentralisasi Kenangan ke Desa

Sundarso (2007:7.21) berpendapat’ bahwa desentralisasi adalah transfer
kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa pelayanan kepada publik dari
seseorang atau agen pem<rintali pusat kepada beberapa individu atau agen lain
yang lebih dekat kepallaspublik yang dilayani. Nurman (2006:9) berpendapat
bahwa desentralisasi adalah bentuk penyerahan kekuasaan/wewenang atas suatu
urusan tertentu dari pemerintah yang lebih tinggi kepada tingkatan yang lebih
rendah. Menurut Handoyo (1998:16) bahwa desentralisasi berarti dacrah diberi
otonomi yaitu hak (wewenang dan kewajiban) mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan yang diserahkan.

Kebijakan desentralisasi sesungguhnya dilatarbelakangi oleh keinginan
pemerintah untuk lebih cptimal dalam menyediakan pelayanan publik sesuai
dengan kebutuhan masyarakata setempat. Mendekatkan Pemerintah lokal dengan

masyarakatnya, sehingga mampu membuat keputusan  berdasarkan
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kepentingannya. Subowo (1998:51) berpendapat bahwa keputusan yang dibuat
oleh pemerintah lokal lebith menggambarkan keinginan maupun kebutuhan
masyarakat yang berada di wilayahnya.

Pada era otonomi daerah terjadi perubahan paradigma relasi keuangan
antara pemerintah kabupaten dan desa. Sebelumnya transfer dana ke pemerintah
desa dimaknai sebagai bantuan untuk membiayai pembangunan di desa, kemudian
menjadi desentralisasi keuangan desa. Abdurrozaki (2005:117) berpendapat
bahwa desentralisasi keuangan desa adalah penyerahan kéusngan yang dimiliki
kabupaten kepada desa disertai wewenang pengelolaafinyaSumarjono (2005:153)
berpendapat bahwa tujuan desentralisasi keuangan Gntuk mengurang: kesenjangan
fiskal yang terjadi antar desa, baik dalam konteks pemenuhan fasilitas pelayanan
publik maupun penyediaan infrastruktur yang mendorong peningkatan pendapatan
perkapita masyarakat. Eko (2010:64) berependapat bahwa tujuan yang paling
mendasar dari desentralisasi~Keuvangan ke desa adalah untuk menghadirkan
otonomi keuangan dj l€vel pemerintah desa.

Ada tiga\ ‘bentuk transfer kevangan dari pemerintah kabupaten kepada
desa, yaitu, : (1) Bantuan keuangan pemerintah, (2) bagi hasil, dan (3) dara
perimbangan. Sumber keuangan yang berasai dari bantuan keuangan pemerintah
berupa tugas pembantuan, dan dana dekosentrasi. Sedangkan untuk dana bagi
hasil dan dana perimbangan oleh sebagian besar pemerintah daerah
memformatnya dalam bentuk alokasi dana desa (ADD).

Abdurrozaki (2005:119) menyatakan bahwa paradigma pemberian dana
kepada desa dalam bentuk bantuan sudah tidak relevan lagi dalam konteks

membangun otonomi desa, karena pada konsep bantuan kewangan mengandung
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ketidakjelasan dan ketidakpastian karena tidak menegaskan kewajiban pemerintah
dan hak desa terhadap sumber keuangan desa. Konsep alokasi dana desa (ADD
menjadi pilihan karena memberkan batas-batas yang jelas dan tegas tentang
kewajiban pemerintah dan hak desa dalamm memanfaatkannya. Hal ini dapat
mendorong terbentuknya keadilan dalam pendistribusian dana ke pemerintah
desa. Eko (2010:13) menyatakan bahwa :

“Keuangan desa itu adalah hak desa, bukan lagi sebagai bentuk bantuan

pemerintah yang tergantung kebaikan hati atau suka-suka’yang memberi

bantuan, kalau sudah bersifat hak maka sumberdaya\(APED) yang langka
sekalipun harus dibagi secara adil kepada desa.”

Selain itu pemberian keuangan dalam bentik/bantuan, bersifat tidak
proforsional, tidak merata, temporer, penyeragafnan, dan subjekif. Bahkan tidak
jarang diimgi dengan petunjuk peruntukannya, schingga desa tidak optimal dalam
keleluasaan menggunakan. Berbeda'\dengan format Alokasi Dana Desa (ADD)
yang mulal mencemminkan ( prinsip perimbangan keuangan. Formulasi ADD
merupakan fenomena bard dalam relasi keuangan pemerintah desa dengan supra
desa. Abdurrozaki. (2004:83) berpendapat bahwa formulasi ADD merupakan
metode dalam miembagi dana perimbangan keuangan pemerintah kabupaten dan
desa. Kabalmay (2008:4) berpendapat bahwa ADD adalah dana bagian dari dana
desentralisasi sebagai hak desa untuk membiayai kewenangan desa. Sahdan
(2006:5) berpendapat bahwa ADD adalah dana yang diberikan kepada desa
berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang
diterima oleh kabupaten.

Ada dua aspek yang mendasar dalam transfer keuangan pemerintah ke
desa, yaitu Pertama, bentuk transfer yang digunakan. Bentuk transfer berkaitan

dengan penggunaan metode pemberian keuangan apakah berbentuk bantuan, atau
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alokasi dana desa (ADD) yang mendekati metode perimbangan. Kedua, jumlah
atau besaran dana yang diberikan. Jumlah atau besaran dana akan berkaitan
dengan besarnya tanggungjawab urusan yang diserabkan. Jumlah dana harus
berimbang dengan beban tanggung jawab, agar desa dapat melaksanakan tugasnya
secara optimal dan dirasakan manfaatmya oleh masyarakat.

Abdurrozaki (2005:125) berpendapat bahwa maofaat pelaksanaan metode
ADD sebagai berikut : (1) Pengurangan disparitas kapasitas keuangan antar desa;
(2) Pemerataan pelayanan publik; (2) Memperluas roang- partisipasi; (3)
Menjamin transparansi dan akuntabilitas; (4) Sebagai/prakarsa untuk kemandirian
desa menuju otonomi desa. Habirono (2008:8) menyatakan bahwa :

“Kebijakan tentang Alokasi Dana Desa” (ADD) sangat berbeda dari

kebijakan bantuan dan dari pémerintah karena selain jumlah dananya

relatif lebih besar dan kecendemmigannya akan terus meningkat, lebih
penting dari itu adalah baliwa’Alckasi Dana Desa (ADD) boleh dikelola
oleh pemerintah desa secara\jauh lebih longgar dibandingkan dengan dana
bantuan pemerintah.”

G. Anggaran Pendiapitan dan Belanja Desa (APBDes)

Untuk merealisasikan program kegiatan maka organisasi pemerintah
membutulikan anggaran untuk pembiyaannya. Jonnes dan Pendlebury dalam
Ikhsan (2007:9.5) menyatakan bahwa:

“Anggaran adalah alokasi sumberdaya (resources) yang dibuat secara

terencana mengenai berbagai hal atau aktivitas yang akan dilakukan pada

masa mendatang, yang ditujukan untuk mencapai sejumiah tujuan tertentu,
dengan mengaitkan antara penerimaan yang diperkirakan dengan
pengeluaran yang direncanakan, serta menjadi dasar ataw basis untuk
mengukur dan mengontrol pengeluaran dan pendapatan.”

Abdurrozaki (2005:94) berpendapat bahwa anggaran merupakan rencana sumber-

sumber pendapatan dan alokasinya untuk membiayai, demi tercapainya rencana
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strategis dalam periode tertentu. Definsi yang lebih ringkas disampaikan oleh
Suparmoko dalam Ikhsan (2007:9.4) menyatakan sebagai berikut :

“Anggaran (budget) adalah suatu dafiar atau pernyataan yang terperinci

mengenai penermmaan dan pengelnaran yang diharapkan dalam jangka

wktu tertentu, biasanya satu tahun.”
Jika mengacu pada beberapa pendapat tersebut, maka anggaran pendapatan dan
belanja desa (APBDes) definisikan sebagai rencana tahunan pemerintah desa
berisi perencanaan serta pembiayaannya dibahas dan disetujui bersama pemegang
otoritas desa ( pemerintah desa dan BPD) dan ditetapkan dernigan-peraturan desa.

Salah satu kewenangan pengelolaan keuangan desd adalah sejauh mana
desa memiliki otoritas menyusun anggaran” péndapatan dan belanja desa
(APBDes). Pada konteks APBDes, ada ‘dua aspek yang sangat menentukan
keberhasilan penguatan kapasitas «desa/ dalam mewujudkan otonomi desa.
Pertama, meminimalisir setiap, upaya intervensi pemenntah kabupaten dalam
penyusunan APBDes. Intérvensi‘dapat dipahami jika hanya menyangkut bentuk
format APBDes sebagdi syarat administrasi ketika diajukan ke kabupaten, tetapi
jika sudah menyangkut substansi maka segala bentuk intervensi harus dinihilkan.
Kedua, proses penyusunan APBDes harus aspiratif, partisipatif dan responsif.
Pemerintah desa dan BPD sebagai pemegang otoritas harus melibatkan semua
stakheholder di desa, sehingga perencanaan dalam APBDes mencerminkan
aspirasi keselunihan masyarakat desa.

Sumarjono (2005:180-181) berpendapat bahwa untuk menciptakan tata
pengelolaan keuangan desa yang mencerminkan kemandirian desa dalam proses
penyusunan APBDes, maka yang harus dilakukan : (1) APBDes harus aspiratif,

partisipatif, dan responsif; (2) APBDes hendaknya berpedoman pada rencana
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strategis desa; (3) transparansi (keterbukaan), artinya masyarakat harus mudah
mengakses informasi tentang APBDes, Partisipasi juga pada tahap kegiatan
pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan sehari-hari agar tidak terjadi
penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.

Berdasarkan hasi! penelitian yang dilakukan oleh Sahidanor (2005)
terhadap Peran masyarakat dan Birokrasi desa dalam Pengelolaan Keuangan
Desa di Desa Sungai Bakau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Provinsi
Kalimantan Selatan tahun 2005, disebutkan bahwa intérvensi pemerintah
kabupaten dalam pengelolaan APBDes terlalu besar, Kiusushiya terhadap bantuan
dari pemerintah kabupaten. Sehingga ketergantungan desa semakin tinggi kepada
pemerintah kabupaten. Desa juga belum mampu mémanfaatkan kewenangan yang
ada secara maksimal terutama menyangkut - (1) pengelolaan pendapatan asli desa
(PADes), (2) Sumberdaya aparatur pemerintah desa masih lemah dan belum
mampu mengelola keuafigan./secara profesional, (3) rendahnya partisipasi
masyarakat dalam (pefigeiolaan kewangan desa disebabkan oleh rendahnya
pemahaman mésyarakat tentang wujud partisipasi dalam konteks otonomi desa,
(hal. 105):

H. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Tkhsan (2007:2.4) berpendapat bahwa pendapatan negara adalab selurub
penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang-barang atau jasa-jasa yang
dimiliki atau dihasilkan pemerintah, pencetakan uwang, pinjaman pemerintah,
pungutan pajak atau pungutan lainnya yang sesuai dengan undang-undang. Pada
konteks desa, penerimaan atau pendapatan desa adalah keseluruhan penerimaan

yang dimiliki oleh pemerintah desa baik yang berasal dari sumber penerimaan
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internal maupun eksternal desa. Berdasarkan pengertian diatas, maka disimpulkan
bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) adalab keseluruhan penerimaan yang
dimiliki oleh pemerintah desa yang bersumber dari internal desa. Sumber
penerimaan internal desa terdiri dari usaha desa memanfaatkan potensi desa baik
potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya ekonomi lainnya.

Pemerintah desa harus memiliki kemampuan optimal dalam menghasilkan
PADes. PADes yang besar akan mengurangi ketergantungan desa kepada aloksi
atau banfuan dana dari pemerintah kabupaten yang sering tidak tepat waktu dan
tidak pasti, dan agar desa mempunyai kemampuanyang lebih besar dalam
membiayai kegiatan pembangunan diluar dari dana ADD. PADes yang dihasilkan
sebaiknya harus berasal dari pemanfaatan potensi‘sumberdaya desa. Oleh karena
itu pada dasamnya otonomi desa dalam pengelolaan keuangan desa dimaksudkan
untuk memperkuat kapasitas desa\dalam menggali sumber-sumber penerimaan
keuangan desa yang berasal dari/pemanfaatan potensi sumberdaya desa.

Sumarjono (2005:151) berpendapat bahwa salah satu upaya untuk
memperkuat kdpasitas” desa adalah dengan memberikan keleluasaan yang luas
kepada desa uptuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri. Desa harus
didorong agar memiliki kemampuan atau kreatifitas dalam memanfaatkan potensi
sumberdaya desa menjadi sumber pencrimaan PADes. Abdurrozaki (2005:118)
berpendapat bahwa sumber-surnber keuangan desa yang mendatangkan PADes
berasal dari mengelola tanah kas desa, sumberdaya alam desa, pungutan desa/
polorogo. Hudayana dalam Sahidanor (2005:25) menyatakan bahwa :

“Pendapatan asli desa (PADes) diperoleh dan  hasil usaha desa, hasil
kekayaan desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong.”
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Kemampuan desa dalam memanfaatkan potensi sumberdaya desa untuk
PADes sangat ditentukan seberapa besar kewenangan (otoritas) yang diberikan
oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. Semakin besar otoritas yang
dimiliki desa, maka akan semakin jelas wujud otonomi desa dalam pengelolaan
keuangan desa. Ada kecenderungan pemerintah kabupaten menguasai potensi
sumberdaya desa baik sumberdaya alam maupun sumberdaya ekonomi lainnya
guna mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) schingga membatasi
kewenangan desa. Fenomena ini permah disinggung oleh, Bryant dan White
(1987:346) yang berpendapat bahwa pemerintah” Jokal (desa) mengalami
kekuarangan biaya yang serius, antara lain karéna‘kewenangan mereka terbatas
dalam pemungutan pajak. Pemerintah kabupaten harus membagi secara adil
pemanfaatan potensi sumberdaya alam desa Kepada pemerintah desa.

I. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pemerintah melaldi) kerstitusi memberi kesempatan kepada desa untuk
memperkuat kapasitas'daldm mengelola keuangan desa dengan membentuk Badan
Usaha Milik_Desa\{BUMDes). BUMDes adalah suatu unit usaha di desa yang
dimiliki rhasyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
ekonomi melalui usaha berorientasi mencan keuntungan (profit). Menurut Dewi
(2010:7) bahwa BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh
masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perckonomian desa
dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa.

Ada beberapa alasan pentingnya keberadaan BUMDes di desa. Eko
(2010:13) menyatakan bahwa alasan tersebut adalah:

“(1) BUMDes merupakan ciri khas kemajuan desa yang membuat desa
menjadi mandiri dan kunat dalam menggerakkan pembangunan serta
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melayam dan melindungi masyarakat, (2) BUMDes merupakan salah satu
komponen kebijakan nasional yang mengarah pada pengembangan
otonomi desa.”
Lebih lanjut disebutkan Fko bahwa tujuan pendirian BUMDes adalah :
“(1) melakukan distribusi dan proteksi sosial; (2) mengurangi
ketergantungan masyarakat kepada pemiliki modal/tengkulak; (3)
menciptakan perputaran uang diranah desa sekaligus mendukung usaha
kecil masyarakat; (4) memberikan kontribusi terhadap PADes; (5) secara
politik BUMDes menjadi arena pembelajaran bagi pemerintah desa untuk
membangun akuntabilitas dan penguatan partisipasi masyarakat”.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Forum/Pengembangan
Pembaharuan Desa (FPPD) terhadap keberadaan BUMDes di tiga kabupaten,
yaitu : Kabupaten Lombok Barat, Dompu dan Bima. Provinst Nusa Tenggara
Barat tahun 2010, disebutkan bahwa BUMDes di tiga kabupaten tersebut
digerakkan oleh pemerintah daerah dari atas (govemment given) dari pada
digerakan secara mandiri oleh desa. Pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan,
peraturan, mendorong, merafasilitasi, mendanai, atau memberikan modal dan
bahkan untuk memaksa ‘desa’ membentuk BUMDes. Prakarsa dari pemerintah
kabupaten untuk, enggérakkan desa dalam pengembangan BUMDes diperlukan
karena inisiatif dan kapasitas desa dalam menggagas berdirinya BUMDes masih
terbatas.
J. Kerangka Pemikiran
Penelitian ini melihat bagaimana pelaksanaan Otonomi dalam Pengelolaan
Keuangan desa di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga tahun 2011.
Konteks otonomi desa menjadi penting dewasa ini karena adanya tuntutan

kemandirian dan pengakuan keberagaman pada level pemerintah desa dalam

upaya mencapai kesejahteraan rakyat.
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UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang melahirkan
otonomi daerah kabupaten/kota menjadi mspirasi atau acuan lahimya pemikiran
tentang otonomi desa. Pemerintah kabupaten sangat menentukan eksistensi
otonomi desa. Permasalahannya menurut Abdurrozaki  (2005:166) bahwa
pemerintah kabupaten cenderung mempunyai pemahaman yang salah terhadap
otonomi desa. Kabupaten selalu menganggap desa tidak siap dan tidak mampu
menyelenggarakan otonomi desa. Pada konteks ini maka fakior pemahaman
pemerintah kabupaten menjadi titik awal lahirnya otonemi.desa. Keluamya
regulasi-regulasi yang memberikan kewenangan kepada desa untuk lebih leluasa
mengelola keuangan desa merupakan indikator tethadap pemahaman yang baik
dari aparatur pemerintah kabupaten terhadsp “otonomi desa secara utuh,

Otonomi dalam pengelolaan kewangan desa juga dapat dilihat dari
bagaimana bentuk aliran dana.dari\pemerintah kabupaten ke desa. Alokasi Dana
Desa (ADD) merupakan format aliran dana ke desa yang banyak diterapkan oleh
pemerintah kabupaten” di seluruh NKRI. Meskipun menurut Subarjono, ddk
(2005:160) bahiwa ADD belum tepat dan jauh dari idealisme dana perimbangan,
tetapi setidaknyd sudah menjadi embnio desentralisasi kenangan. Selain itu, sejach
mana kewenangan desa dalam memanfaatkan ADD juga meniadi indikator
otonomi desa. Desa harus leluasa dalam menyusun APBDes sebagai panduan
dalam membelanjakan ADD sesuai dengan preferenst masyarakat dan harus bebas
dar intervensi pemerintah kabupaten.

Pendapatan Asli Desa (PADe¢s) juga merupakan indikator otonomi dalam
pengelolaan keuangan desa. PADes yang besar akan mendorong kemandirian

keuangan desa sehingga mengurangi ketergantungan pembiayaan pemerintahan
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desa dan kabupaten. Ketergantungan yang tinggi tersebut akan menumpulkan
kreativitas dan inovasi desa bahkan dapat menghambat tugas pelayanan publik.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga usaha desa merupakan
salah satu sumber penghasilan desa potensial. Menurut Eko (2010:13) bahwa
BUMDes merupakan salah satu instrumen pengemabangan otonomi desa.

Dengan berfikir rasionalitas, maka dapat dibuat alur proses pelaksanaan

otonomi dalam pengelolaan keuangan desa dalam bentuk sederhana seperti

berikut ini :
OTONOMI DESA
OTONOMLDALAM
PENGELOMAAN KEUANGAN DESA
| }
PEMAHAMAN : DESENTRAVISASH APBDes: PADes : BUMDes :
1. Konsep KEUANGAN : Kewenangan Kewenangan Kemampuan
2. Implementasi Balam bentuk ADD menyusun menggali Potensi dalam
APBDes Sumberdaya mendirikan
desa usaha desa

SASARAN :
0 PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK
SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DESA.
L) MENGURANGI KETERGANTUNGAN DESA PADA
ADD.
0 MEMPERKUAT KAPASITAS KEUANGAN DESA.

Gambar 2.1 Otonomi dalam Pengelolaan Keuangan Desa
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Bagan diatas memperiihatkan bahwa untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan
otonomi dalam pengelolaan keuangan desa, maka dapat diawali dengan
mengetahui bagaimana pemahaman aparatur pemerintah kabupaten terhadap
konsep otonomi desa, scberapa besar otoritas desa dalam menggunakan dana
ADD, seberapa besar pula kewenangan desa dalam menggali potensi sumberdaya
alam desa untuk menjadi sumber peperimaan desa guna meningkatkan PADes,
dan seberapa besar kemampuan desa dalam merintis pendirian BUMDes.
Otonomi dalam pengelolaan keuangan desa diharapkan mampu meningkatkan
kemandirian desa sechingga pembangunan dan pelayanan’ publik dapat lebih

optimal.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk
memahami situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dan kelompok. Creswell
(1994:41) berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah proses
investigasi. Untuk mengungkap epektivitas implementasi .otonomi dalam
pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Singkep Barat,dilakukan investigasi,
yaitu secara bertahap peneliti berusaha memahami gejala-gejala sosial yang
berkembang dan berkaitan dengan objek penelitian. Peneliti memasuki dunia
responden dan melakukan interkasi dengan ‘responden, dan berupaya mencari
sudut pandang responden terhadap objek penélitian ini.

Untuk menggali informasi ‘dari responden digunakan pendekatan atau
metode deskriptif. Menurit Meleong (2002:4) bahwa penelitian deskriptif adalah
suafu prosedur penchiian/yang menghasiikan data deskriptif baik yang berasal
dari ucapan (lisan); tulisan, maupun dari sikap dan prilaku orang yang diamati.
Nawawi (200):630) berpendapat bahwa metode deskriptif merupakan prosedur
pemecahan masalah yang diselidiki dengan mengpambarkan atan melukiskan
keadaan subjek atan objek peneiitian berdasarkan fakta yang tampak apa adanya.

Pada penelitian ini, peneliti tejun langsung ke lapangan agar dapat
mengamati, meneliti dan mengumpulkan data ataun informasi yang relevan sebagai
sumber pembahasan serta melakukan wawancara kepada responden Melalui
pengamatan dan wawancara dapat diketahui setiap ucapan /tindakan perbuatan

aparatur/masyarakat yang berinteraksi dalam kegiatan yang menyangkut
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pengelolaan keuangan desa. Salim (2001:24) berpendapat bahwa setiap
ucapan/tindakan yang timbul merupakan penafsiran praktis berdasarkan situasi
sosial yang hendak dianalisis dalam penelitian. Selanjutnya peneliti berupaya
mendeksripsikan dan menjelaskan tentang bagaimanakah sebenamya penerapan
pelaksanaan otonomi desa di Kecamatan Singkep Barat jika dilihat dari perspektif
pengelolaan kevangan desa.

Fokus penelitian ini adalah pada observasi dan suasana alamiah
(Naturalistic setting) dimana peneliti terjun kelapangan, mengamati gejala, dan
mencatatnya serta tidak menguji hipotesis. Sesual pendapai Jalaluddin Rahmad
dalam Mukhlis (2001:22) bahwa penelitian deskriptif tidak mencari atau menguji
hipotesis atau membuat predeksi. Proses atau ‘rancangan penelitan menggunakan
rancangan studi kasus yang lebih menekankan pada pengungkapan fakta secara
rinci dan mendalam terhadap ‘fenomeéna penerapan otonomi desa khususnya
terhadap otoritas desa dalan perigeloaan keuangan desa. Menurut Yin (2000:12)
bahwa studi kasus merapakan penelitian dengan melakukan penelaahan kepada
satu kasus secara,intensif, mendalam, menyeluruh terhadap individu, kelompok
dan lembaga atau organisasi tertentu tentang latar belakang keadaan sekarang dan
interaksi yang terjadi didalamnya dalam kurun wakiu tertentu. Peneliti
memulainya dari ketertarikan pada efektivitas pelaksanaan otonomi dalam
pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga.

B. Definisi Operasional

Setelah mengkaji beberapa definisi dan pengertian tentang otonomi desa,

dan keuangan desa, maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :
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1. Otonomi Desa adalah kemandirian yang dimiliki oleh desa untuk mengelola
pemerintahan, mengambil keputusan, dan mengelola sumberdaya lokal sendiri
sesuai dengan preferensi masyarakat setempat.

2. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan
pemetintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala
bentuk kekayaan desa, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa
barang yang dapat dijadikan milik desa berkaitan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa.

3. Pengelolaan Keuangan Desa adalah suatu proses kégiatan berupa perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pefanfaatan keuangan desa serta
potensi sumber keuangan desa secara efcktif dan efisien untuk melaksanakan
urusan kepentingan masyarakat setempat.

4. Pemahaman aparatur pemerintahan adalah kemampuan aparatur pemerintahan
baik kabupaten, madpun~_desa dalam mengartikan, menuliskan, dan
mengimplementasikdn Kembali konsep otonomi desa yang diketahuinya.

5. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan oleh pemerintah daerah
untuk desa yang bersumber dari dana alokasi umum dan bagian dana
perimbangan keuangan pusat dan dacrah yang diterima oleh pemerintah
daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana tahunan
pemerintah desa yang berisi perencanaan serta pembiayaannya yang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemegang otoritas desa ( pemerintah desa dan

BPD) ditetapkan dengan peraturan desa.
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7. Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah keseluruhan penerimaan yang dimiliki
oleh pemerintah desa yang bersumber dari internal desa dengan memanfaatkan
potensi sumberdaya desa.

8. Desentralisasi keuangan adalah pembagian keuangan kepada daerah yang
disertai wewenang untuk pengelolaannya dan memberikan kekuasaan kepada
daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri.

9. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola
oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkust perekonomian
desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potefsi-yang dimiliki oleh desa.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan sglama-4"3 bulan (bulan April s/d Juni 2011).
Lokus penelitian ini adalah desadesa di Kecamatan Singkep Barat. Alasan
Pemilihan  Kecamatan/Singkep Barat sebagai lokus penelitian karena di
Kecamatan Singkep, Bardt terdapat desa-desa yang memiliki kualifikasi yang
dibutuhkan dalam ‘perielitian ini dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain
yang ada di Kabupaten Lingga. Terdapat Desa terbaik 1 (satu) tingkat Kabupaten
Lingga tahun 2010, memiliki sumberdaya alam dan letak geografis yang sangat
potensial dalam peningkatan PADes, dan adanya desa-desa pemekaran.

Desa yang dipilih sebagai sampel sebanyak 3 (tiga) desa dari 8 desa dan 1
kelurahan. Untuk memilih desa sampel menggunakan pertimbangan aspek
kekayaan sumberdaya desa yang berpotensi mendatangkan PADes, pengalaman
(masa penyelenggaraan) pemerintah desa, dan tertib administrasi pemerintah desa.

Ketiga aspek tersebut merupakan faktor esensial bagi pelaksanaan otonomi dalam
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pengelolaan keuangan desa. Adapun ketiga desa sampel adalah Desa Jagoh, Desa
Sungai Buluh dan Desa Sungai Raya, yang diasumsikan memiliki karakteristik
data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Pertimbangan
selengkapnya seperti diuraikan berikut ini :
a. Desa Jagoh

Desa Jagoh memiliki potensi kekayaan sumberdaya alam dan ekonomi
relatif paling banyak dibandingkan dengan seluruh desa di Kecamatan Singkep
Barat. Berdasarkan profil desa Jagoh bulan Maret tahun 2041, terlihat bahwa
potensi sumberdaya tersebut meliputi : perkebunar )perikanan, perdagangan,
transportasi, jasa, pelabuhan roro, dan pelabuhan{pentumpang sebagai gerbang
masuk dan keluar Kabupaten Lingga Potensi sumberdaya yang besar secara
internal desa menjadi faktor pendorong. atau nilai tambah untuk menggerakan
otonomi desa terutama otoritas, dalam pengelolaan keuangan desa. Desa Jagoh
juga merupakan desa yang telatif muda hasil pemekaran dari Desa Sungai Buluh
tahun 2008.
b. Desa Sungai Raya

Desa Sungai Raya merupakan desa yang paling sedikit memiliki potensi
kekayaan sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan
desa. Berdasarkan data profil desa Sungai Raya bulan Maret 2011, terlihat bhawa
sumberdaya alam merupakan satu-satunya potensi yang dimiliki desa ini yaitu :
perkebunan karet. Potensi sumberdaya desa yang minim menjadi faktor
penghambat pemerintahan desa dalam melaksanakan otonomi desa terutama
dalam keuangan desa. Sungai Raya juga merupakan desa baru hasil pemekaran

dari desa Kuala Raya tahun 2008.
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c. Desa Sungai Buluh
Desa Sungai Buluh merupakan desa terbaik pertama tingkat Kabupaten

Lingga dan terbaik kedua tingkat Provinsi Kepulauan Riau pada perlombaan desa

tahun 2010. Desa ini memiliki administrasi pemerintahan desa, kelembagaan

masyarakat, sarana dan prasarana relatif lebih baik, serta pengalaman
penyelenggaraan pemerintahan desa yang relatif sudah lama. Faktor pengalaman
ini sangat dibutuhkan dalam menjalankan otonomi desa.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Meéngingat luasnya cakupan bahasan/ tentang otonomi desa dalam
pengelolaan keuangan desa, maka ruang “‘lhingkup permasalahan penelitian ini
dibatasi pada hal berikut ini :

(1). Pemahaman aparatur pemenntali Kabupaten Lingga dan desa terhadap
konsep otonomi desd khustsnya otonomi dalam pengelolaan keuangan desa
dan dilihat dati“aspek kualitas dan kuantitas peraturan daerah tentang
keuangan desa;

(2). Desentralisasi keuangan, yaitu untuk mengetahui format transfer dana dan
kapasitasnya dalam membiayai urusan pemerintahan desa ;

(3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terutama terhadap proses
penyusunannya untuk melihat seberapa besar kewenangan desa dalam
pengalokasiannya sebagai cerminan partisipasi dan aspirasi kebutuhan
masyarakat;

(4) PADes terutama terhadap kapasitas kewenangan yang dimiliki desa dalam

menggali sumber-sumber penerimaan desa sesuai potensi yang ada di desa
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(5) BUMDes, yaitu pada tindakan atau upaya yang telah dilakukan pemerintah
kabupaten lingga dalam memprakarsai lahimya BUMDes.
D. Informan Penelitian

Penelitian ini tidak menggunakan istilah sample dan populasi. Irawan
(2007:4.35) berpendapat bahwa penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi
dan sampel. Untuk memperoleh informasi atau data menggunakan sistem
informan penelitian. Bungin (2010:76-77) berpendapat bahwa informan penelitian
adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian“baik- sebagai pelaku
maupun sebagai orang lain. Subyek dalam penelitian ini metupakan key informan
yang terdiri dari aparatur pemerintah kabupaten Lingga yang membidangi
pemerintahan desa, aparatur kecamatan Singkep Barat, aparatur pemerintahan
desa, kelembagaan masyarakat, dan tekoh.masyarakat desa.

Bungin (2010:77) menyatakan bahwa :

“Untuk mendapatkan informan penelitian menggunakan dua cars, yaitu :

(1) snowbolling’ sampling digunakan oleh peneliti tidak tahu siapa yang

memahami infofmasi objek penelitian, (2) Key Person digunakan apabila

peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian ataupun
informan\ penelitian, sechingga dibutubhkan key person untuk memulai

melakukan wawancara atau observasi” .

Penelitian ini menggunakan cara yang kedua yaitu key person. Pemilihan
subyek penelitian dilakukan secara purposif, peneliti menentukan sendiri orang-
orang yang memahami objek penelitian untuk diwawancara. Key person
diperoleh dani aparatur pemerintah Kabupaten Lingga, dan dari 3 (tiga) desa
sampel. Jumlah key person keseluruhan sebanyak 33 orang, dengan perincian dari
Bagian Pemerintahan Setda Lingga sebanyak 1 orang, Kantor Camat Singkep

Barat 2 orang, dan dari setiap desa sampel diambil 10 orang key infoman
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berdasarkan jabatan atau fungsinya dalam masyarakat. Selengkapnya terlihat pada

tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Daftar Jumlah Informan Penelitian

No

Informan Penelitian

Jumlah

b —

AN

el i

10.
11.
12.
13.

Camat Singkep Barat Kabupaten Lingga

Kassubag Pemerintahan Kecamatan, Desa & Kelurahan Bagian
Pemerintahan Setda Kabupaten Lingga

Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kec. Singkep Barat

Kepala Desa Jagoh, Sungai Buluh, dan Sungai Raya

Kepala Dusun Jagoh, Sungai Buluh, dan Sungai Raya

Kaur Ekonomi dan Pembangunan Desa Jagoh, SungaiBuluh; dan
Sungai Raya.

Ketua BPD Desa Jagoh, Sungai Buluh, dan Sungai-Raya

Ketua Karang Taruna Desa Jagoh, Sungai Buluh, dan Sungai Raya
Ketua Tim Penggerak PKK Desa Jagoh £Sungai’Buluh, dan Sungai
Raya.

Ketua LPMDes Desa Jagoh, Sungai Buluh, dan Sungai Raya.
Ketua RW Desa Jagoh, Sungai Buluh;-dan Sungai Raya.

Ketua RT Desa Jagoh, Sungai Bulith,dan Sungai Raya

Tokoh Masyarakat Desa Jagoh, Sungai Buluh, dan Sungai Raya

LW W W) WL W W) e

Jumlah

&

E. Instrumen Penelitian

Untuk,.memudahkan mengumpulkan data penelitian secara sistematis,

maka diguriakar =

1. Kuesioner atau pedoman wawancara adalah panduan dalam melaksanakan

tanya jawab atau wawancara, agar informasi yang diperoleh terarah, sistematis

dan tidak simpang siur. Kuisioner disusun berdasarkan konsep dalam definisi

operasional.

2. Pedoman observasi adalah sebagai acvan untuk memudahkan melakukan

observasi lapangan berupa lembaran data.
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3. Alat perckam berupa peralatan yang diperlukan dalam pengumpuian data
seperti hp.
Untuk menjaring data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti

mengembangkan kisi-kisi instrument penelitian seperti terlihat pada tabel berikut

ini :
Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Penelitian
No Variabel Operasional Indikator
1 | Pemahaman aparetur Persepsi aparatur pemerintah Kuanfiias penta  yang
pemerintahan Kabgypaten Lingga Teshadap mengalur keuangan desa
Konsep olonomi desa Menyampaikan aspirasi

Persepsi aparatur pemerintah ientang oforitas keuangan desa
desa terhadap Konsep otonofmi Kuantitas perdes tentang
desa keuangan desa

2 | Desentralisasi Keuangan | Bentuk iransfer. keuangai desa Adanya kebijakan Awokas)
ProporsionalitasAkokasi Dana Dana Desa

Desa (ADD) Pemerintah Desa dapat
menjalankan tanggung
jawabnya dengan baik

3 | Anggaran Pendapatan infecvensi Pemerintah Kabupaten | Petunjuk Teknis dan
Belanja Desa (APBDes) Lingga dalam Proses pelaksanaan penyusunan
penyusunan APBDes APBDes.

Kewenangan desa dalam Usulan kegiatan pembangunan

menentukan kebutuhan yang bersifat buttom up dan

masyarakainya partisipatif
4 | Pendapaian Asl Desa Penguasaan Polensi Sumberdaya | Banyaknya objek pajak daesah
(PADes) ekonomi desa oleh Pemerintah di desa

Kabupaten Lingga Desa mempunyai sumbes

Pelimpahan kewenangan desa penerimaan keuangan desa

dalam menggali potensi dalam bentuk PADes

sumberdaya alam desa menjadi

PADes

5 | Badan Usaha Milik Upaya pemerintah Kabupaten | Pelatihan kewirausahaan
Desa (BUMDes) Lingga dalam memfasilitasi untuk desa

pendirian BUMDes Bantuan permodalan

Keterlibatan masyarakat Regulasi yang mengatur

dalam menggagas dan BUMDes

mempelopori kelahiran Tumbuhnya usaha ekonomi

BUMDes desa yang dikelola LPMDes
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F. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara,
yaitu :
1. Observasi

Menurut [rawan (2007:4.9-4.10) bahwa metode (penelitian) observasi
adalah penelitian yang pengambilan datanya bertumpu pada pengamatan langsung
terhadap objek penelitian. Teknik pengamatan yang dilakukan_adalah observasi
non partisipatif, maksudnya peneliti tidak secara langsung tértibat yang dilakukan
oleh informan, tetapi tugas peneliti melakukan obsefvasi-tehadap situasi objek
yang menjadi sasaran peneliti. Peran peneliti “dalam penelitian mengamati
aktivitas kegiatan pengelolaan keuangan desa baik dalam penyusunan APBBes
maupun terhadap kegiatan pemanfaatan potcnsi sumberdaya desa menjadi PADes.

Kegiatan observasi dilakukan dari bulan Februari hingga Maret 2011.
Observasi dilaksanakan pada-saat kegiatan Musrenbang Desa, musyawarah
penyusunan RAPBDes, dan kegiatan LPMDes desa sampel. Pada wakiu
pengamatan, peneliti sangat memperhatikan pencatatan tanpa mengganggu objek
pengamatan, menjalin hubungan baik dan harmonis dengan objek pengamatan
agar dapat diterima dan tidak menimbulkan curiga, serta memperhitungkan waktu
penelitian yang relatif singkat.
2. Wawancara

Irawan (2007:4.10-4.11) berpendapat bahwa metode wawancara adalah
metode penelitian yang datanya dikumpulkan melalui wawancara dengan
responden. Metode ini digunakan bila data yang diperlukan sebagian besar atau

seluruhnya berada dalam benak pikiran responden, oleh karena itu sering bersifat
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subjektif dan tergantung pada daya ingat responden, dipengaruhi oleh prasangka
responden, karena itu tidak mudah diinterpretasikan. Wawancara dilakukan dalam
keadaan sewajamya seperti percakapan sehari-hari dan berkembang kearah tujuan
penelitian. Dalam kegiatan wawancara diupayakan untuk “memaknai” interaksi
antara manusia, dan menyelami perasaan yang diwawancarai. Untuk menjaga
konsistensi data atau informasi yang di inginkan dengan tujuan penelitian,
kemudian untuk membuat suatu pertanyaan dengan bahasa sederhana dan mudah
dipahami oleh responden (key informan) maka dibuat, pedeman wawancara
(kuisioner) sebagai panduan bagi pewawancara dalamdnelakizkan wawancara.
3. Studi Dokumen

Moleong (2002:161) berpendapat baliwa dokumen adalah setiap bahan
tertulis atau film yang dipersiapkan karend adanya permintaan seorang penyidik,
sedangkan record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seorang
atau lembaga untuk keperlua” pengujian suatu peristiwa atau menyajikan
akunting. Studi dokumdenter dilakukan untuk mengumpulkan data tertulis yang
bersumber dari Kantor Kecamatan Singkep Barat, dan Pemerintah Desa sampel.
Data tersebut_berupa laporan monografi Kecamatan Singkep Barat, profil desa,
perdes APBDes, dan Regulasi yang mengatur kewenangan desa.
G. Metode Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
kualitatif untuk memperoleh berbagai macam deskripsi dan penjelasan bagaimana
sebenarnya pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan
Singkep Barat Kabupaten Lingga.

Irawan (2007:5.23) menyatakan bahwa :
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“Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan

mengikuti pendapat yang berpendapat bahwa ada tujuh tahap analisis data

dalam penelitian kualitatif, yaitu : (1) pengumpulan data mentah; (2)

transkrip data; (3) pembuatan koding; (4) kategorisasi data; (5)

penyimpulan sementara; (6) triangulasi, dan (7) penyimpulan akhir”.
Proses selengkapnya diawali dengan pengumpulan data mentah yang diperoleh
dari wawancara dengan selurth respondens atau informan, data dari
pengamatan/ovserpasi langsung dilapangan, dan kajian dokumenter, Catatan atau
coretan yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan langsung dilapangan
ditulis ulang dengan rapi agar mudah dimengerti tanpa menafsirkdan, menambah
ataupun mengurangi informasi dalam tulisan tersebut).Selanjutnya pembuatan
koding dan kategorisasi untuk memudahkan mengelompokkan informasi/ data
dari berbagai halaman catatan penelitian, serta'menyederhanakan data dengan cara
menyesuikan kata-kata kunci dengan suati besaran yang telah ditetapkan dalam
bentuk kategori.

Penyimpulan semefitara.riérupakan upaya penulis untuk menyusun asumsi
awal berdasarkan hasil data dilapangan sambil melakukan triangulasi yang
bertujuan untuk ‘cek dan ricek jika ditemukan data yang diragukan keabsahannya.
Peneliti menemui kembali beberapa informan yang datanya dianggap bias
(menyimpang). Peneliti juga melakukan pengecekan terhadap literature yang
mendukung keabsahan data. Kemudian melakukan penelaahan secara mendalam

dengan membandingkan dengan informan lainnya, dan refrensi teori yang ada,

serta menyusun kesimpulan akhir penelitian.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan uralan dalam pembahasan dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Singkep

Barat Kabupaten Lingga belum berjalan secara epektif dan optimal. Hal ini

disebabkan oleh ;

1. Rendahnya pemahaman aparatur pemerintah Kabupaten™Lingga terhadap
otonomi desa pada tataran implementasi. Terliliat dary'belum ada komitmen
dan konsistensi dalam mengaktualisasikahnya, menjadi beberapa kebijakan
atau regulasi yang mengatur pelimpahan kewenangan keuangan desa.

2. Masih adanya pertimbangan pefientuan besamya persentase alokasi dana desa
{ADD) yang belum sesuai,dengan karakteristik desa. Sehingga pemerintah
desa merasakan bahiwa iiimlah dana ADD yang diterima belum sesuai dengan
beban tanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangatn desa yang telah dilimpahkan melalui desentralisasi.

3. Masihh.adanya intervensi pemerintah Kabupaten Lingga dalam proses
penyusunan APBDes, terlihat dari adanya format penggunaan dana ADD
yang ditetapkan oleh pihak pemerintah Kabupaten Lingga yang harus diikuti
atau dipatuhi oleh pemerintah desa.

4. Terbatasnya keleluasaan desa dalam menggali potensi sumberdaya alam dan
sumberdaya ekonomi desa untuk menjadi sumber keuangan desa, terlihat dari

rendahnya kemampuan pemerintah desa dalam menghasilkan ~ PADes,
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akibatnya semakin tingginya ketergantungan kemampuan kevangan desa
kepada pemerintah kabupaten.

5. Rendahnya komitmen pemerintah Kabupaten Lingga dalam memperkuat
kapasitas desa dalam membangun usaha ekonomi desa, terlihat dari belum
ada satupun desa yang mampu mendirikan BUMDes sebagai pilar ekonomi
desa yang pada gilirannya diharapkan mampu menjadi kontributor terbesar
dari PADes.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka untuk mehingkdtkan otonomi dalam
pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga,
terdapat beberapa hal yang disarankan :

1. Pemerintah Kabupaten Lingga harus konsisten dan komitmen untuk
mengimplementasikan otonomi desa terutama dalam pengelolaan keuangan
desa di Kecamatan Singkep Barat, dengan meningkatkan upaya penyusunan
peraturan dacrah( tentang keuangan desa secara komperhensif dengan
memperhatikan aspirasi desa.

2. Untik menyesuaikan kebutuhan jumlah dana ADD dengan beban kerja dan
tanggung jawab pemerintah desa, maka harus dikaji secara cermat variabel
pertimbangan jumlah pengalokasian ADD dengan memperhatikan secara
seksama karakteristik desa seperti status desa pemekaran, dan sarana
prasarana pelayanan umum yang dimiliki suatu desa sebagai indikator
pertimbangan dalam menentukan besarnya dana ADD yang diterima desa.

3. Pemerintah Kabupaten Lingga harus memberikan keleluasaan yang penuh

kepada pemerintah desa dalam mengalokasikan dana ADD, dengan
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menghapuskan intervensi format penggunaan ADD. Pembiayaan hendaknya
didasarkan pada prioritas yang diusulkan desa. Regulasi sebagai pedoman
dalam penggunaan dana ADD hendaknya tidak terlalu mengikat dan
membatasi aspirasi masyarakat. Biarlah desa yang menentukan proporsi
penggunaan terbaik sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

4. Pemerintah Kabupaten Lingga harus membuka akses yang luas kepada desa
dalam memanfaatkan potensi sumberdaya desa dengan cara : (1) membatasi
penguasaan sumberdaya desa oleh pemerintah kabupatern; (2) menyusun
regulasi yang mengatur pembagian kewenangan{yang jélas dalam mengelola
potensi sumberdaya desa untuk pendapatan asli desa (PADes) dengan tetap
mengutamakan optimalisasi pendapatan, asli daerah (PAD). Harus ada
beberapa potensi desa yang pemanfastannya dan pengelolaanya diserahkan
desa. Sehingga dalam jangka panjang dapat memperkuat kapasitas keuangan
desa dan mengurangi ketefgantungan kepada dana ADD. Pemerintahan desa
juga harus lebih“proaktif dalam menyalurkan aspirasi kepada pemerintah
kabupaten, “danharus mampu menyusun peraturan desa (perdes) untuk
legalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya desa

S. Pemerintah Kabupaten Lingga harus meningkatkan komitmen dalam
memperkuat kapasitas desa untuk membangun ekonomi desa melalui
pendirian BUMDes di Kecamatan Singkep Barat. Pendidikan dan pelatihan
kewiraswastaan harus diiringi tindakan nyata. Desa distimulasi dengan dana,
teknis operasional, dan regulasi. Tanpa motivasi yang kuat, kecil
kemungkinan desa mampu mendirikan BUMDes meskipun memiliki potensi

besar. Pemerintah desa harus merintis usaha desa dari skala kecil dan
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sedethana dahulu dengan memperhatikan potensi keunggulan desa sebagai
langkah awal merintis pendirian BUMDes. Ketergantngan dengan dana dari
pemerintah kabupaten perlu dikurangi, agar kemandirian desa dapat

diwujudkan.
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Lampiran 2.

PEDOMAN WAWANCARA ( KUISIONER)
OTONOMI DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI KECAMATAN SINGKEP BARAT
KABUPATEN LINGGA

A. Identitas Responden
No. Responden
Pendidikan
Jenis Kelamin
Jabatan
Instansi
Alamat

B. Otonomi Desa

1.
2.
3.

Menurut bapak/ibu, apa yang bapak/ibu ketahui tentang otonomi ‘desa ? ......
Menurut bapak/ibu, bagaimana landasan hukum otonomi desa A_4<......

Menurut bapak/ibu, kewenangan apa saja yang diberikan oléh Pemerintah Kabupaten Lingga ke
pemerintah desa yang ada di Kecamatan Singkep Barat ?

Menurut bapak/ibu, bagaimana implementasi Otoriamidesa selama ini di Kecamatan Singkep
Barat ? ........c..oe. ‘

Menurut bapak/ibu, apa saja yang.menjadi” faktor pendorong dan penghambat terhadap
pelaksanaan atau penerapan otonomi desa'di’ Kecamatan Singkep Barat 7 .................

C. Desentralisasi Keuangan

6.

Menurut bapak/ibu menyangKut/pelimpahan kewenangan keuangan, apa saja kewenangan yang
diberikan kepada desa?

a. Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten? ......
b. Memungut pajak/retribusi daerah? sebutkan jenisnya 7 ........
¢. Bantuankeéwanganlainnya 7 sebutkan kalauada ? .............

Menyangrut dengan kapasitas/ukuran jumlah dana yang dialokasikan desa :

a. Memurut‘bapak, apakah jumlah dana yang diberikan kepada desa sesuai dengan beban
tanggung jawab yang dijalankan? ............

b. Apakah jumlah dana yang diberikan dihitung menggunakan formula/rumusan tertentu
dengan memperhatikan aspek proporsionalitas 7 ..

¢. Apakah jumlah dana yang diberikan dihitung menggunakan konsep bagirata 7 ..........

d. Menurut bapak/ibu, dengan besaran jumlah dana yang telah ditetapkan dari pemerintah
kabupaten dan telah diterima oleh pemerintah desa, apakah pemerintah desa mengalami dan
merasa kesulitan dalam membiayai urusan yang menjadi tanggungjawab pemerintah desa ?
jelaskan alasanya

e. Menurut bapak/ibu, bagaimana sistern pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan
keuangan lainnya untuk pemerintah desa selama ini 7 ( apakah sudah sesuai dengan beban
kerja atau bagaimana ?) .........

‘. Apakah jumlah dana yang diberikan kepada permnerintah desa mengalami peningkatan dari

tahun ke tahun ? ..........
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g Menurut bapak/ibu, bapaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kemajuan
pembangunan di desa khususnya terhadap Karanag Taruna? .....

h. Menurat bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap aktivitas dari Jembaga
sosial kemasyarakatan yang ada di desa seperti Karang Tanma, PKK, LPM, dil ? .........

i. Menurut bapak/ibu, apa saja bentuk kegiatan karang taruna yang mendapat bantuan dana
dari ADD? ....................

j. Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kemajuan

k. Menurut bapak/ibn, apakah PKK mendapat bagian dari dana dan bagaimana pengaruh
pemberian ADD terhadap kegiatan PKK 7 ........................

I Menurut bapak/ibu, sejaul yang bapak tahu apa saja bentuk pembanginan yang dibiayai
dari ADD terutama diwilayah RW yang? ........ccccornnene.

D. Anggaran Perdapatan dan Belanja Desa (APBDes)
8. Dalam pembuatan perdes APBDes, apakah ada peuniukvbaku atau format yang sudah
disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga vang harus diikuti oleh Pemerintah desa, seperti
apa bentuknya? ..........

9. Dalam proses pelaksanaan penyusunan APBDes :
a. Bagaimana tahapan-tahapan proses penyusunan APBDes yang bapak laksanakan? .........

b. Siapa saja masyarakat yang diundang dalam musyawarah penyusupan rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (AFBDes) ? ......

¢. Memunut bapak/ibu, bagaiinana partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan
RAPBDes ? .......

d. Menurut bapak/ibu, bagaimana proses dalam menentukan pilihan kegiatan yang akan
dimasukan dalam RAPBDes ? ........

e. Menuiut\bapak/ibu, bagaimana keleluaszan/kebebasan masyarakat dalam menentukan
kermnginannya/pilihannya terhadap kegiatan baik pembangunan fisik maupun pemberdayaan
yang akan dimasukan dalam APBDes? ......

f. Menurut bapak/ibu, sejauh mana keterlibatan pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam
setiap tahap penyusunan APBDes ? ..........

g. Menmmat bapak/ibu, pernahkah Pemerintah Kabupaten Lingga dan Kecamatan Singkep
Barat membatalkan atau menghapus beberapa poin usulan masyarakat dalam APBDes?
Mengapa? ...........

h. Menurut bapak/ibu, Apa fungsi/peran pihak Pemerintah Kabupaten Lingga dan Kecamatan
Singkep Barat dalam proses penyusunan, pengesahan dan penyerahan perdes APBDes ke
Pemerintah Kabupaten melalui Kecamatan ?

i.  Menurut bapak/ibu, bagaiamana usulan-usulan yang disampaikan masyarakat terutama RW
yang bapak pimpin, apakah sering ditolak atau diterima? .........

10. Pertanggungjawaban penggunaan APBDes :
a. Bagaimana pertanggungjawaban penggunaan APBDes yang bapak ketahui?.,
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b. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat yang pernah dilakukan ? .......

¢. Bagaiamana bentuk penpawasan penggunaan dana APBDes baik yang dilakukan oleh
Pemerintah Xabupaten Lingga maupun oleh masyarakat ? ....

d. Menurut bapak/ibu, bagaimana partisipasi dan akses masyarakat dalam mengontrol realisasi
penggunaan APBDes 7 ........

F. Pendapatan Asli Desa (PADes)

11. Menurut bapak/ibu, bagaimana kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Lingga
kepada Pemerintah desa yang ada di Kecamatan Singkep Barat dalam memperoieh Pendapatan
Asli Desa (PADes) ? ............

12. Menurut bapak/ibu, bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Linggdy~untuk membantu
Pemerintah Desa di Kecamatan Singkep Barat dalam mencari dan, menambah Pendapatan Asli
Desa (PADes) 7 .............

13. Apakah desa yang bapak pimpin mempunyai PADes 7 ... Beeeaitsdlene
a. Kalau ys, sebutkan sumber-sumber penerimaan PADeS tersebut ? .........

b. Kalau tidak, mengapa desa tidak mampu menghasitkan PABDes 7 ............
c. Menurut bapak/ibu, apakah desa sudah optimaldalaim meningkatkan PADes ? jelaskan

14, Menunt bapak/ibu, apa yang menjadi penyebab rendahnya PADes yang diperoleh desa ?

------------

15. Menurut bapak/ibu, apakah desa mempuiyai-kekayaan sumber daya alam yang beragam yang
berpotensi mendatangkan PADes 7 ,.........

16. Menunux bapak/ibu, bagaimanaKeleluasaan/kebebasan desa dalam memanfaatkan sumberdaya
aliim désa yang bérpolensi meiidatangkin PADes ?

17. Menunut bapak/iby, \@pakah sumber-sumber yang sangat potensial mendatangkan PADes
dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak kabupaten ? jelaskan ..............

18. Menurut bapaid/ibu, bagaimana upaya desa selama ini untuk memanfaatkan sumberdaya alam
desa votuk\mendatangkan PADes ? ...............

19. Apakah désa pernah mengeluarkan perdes teniang pemanfaatan sumberdaya alam desa yang
bertujuan untuk mendatangkan PADes ? ..............

18. Menunn bapak/ibu, bagaimana dalam implementasinya apakah perdes tersebut mendapat
tantangan/penolakan dari pihak kabupaten 7 ............

20. Apakah desa membentuk iembaga/organisasi kemasyarakatan tersendiri seperti Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa {LPMDes) yang salah satu tugasnya untuk memungut dan
mengelola PADes ? ...................

21. Menurut bapak/ibu, bagaimana peran LPMDes selama ini ? .............
22. Menunn bapak/ibu, apa saja yang teiah dilakukan olek LPMDes selama ini terutama dalam
upaya mendatangkan PADes ? ......

23. Menurut bapak/ibu, mengapa LPMDes tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal
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24. Menurut bapak/ibu, bagaimana kemampuan sumberdaya manusia yang menjadi pengurus
LPMDes ? ................

25. Menurut bapak/ibu, bagaiamana dorongan pemerintah kabupaten dalam memberdayakan
LPMDes ? .............

26. Menurut bapak/ibu, apakah pemerintah desa pernah atau telah melakukan pendataan potensi
sumberdaya? apakah pernah di ekspos? .......cvceeccenees

G. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
26. Menurut bapak/ibu, bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Lingga untuk mendorong dan
memfasilitast Pemerintah Desa di Kecamatan Singkep Barat untuk mendirikan Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes) ? .............

27. Apaksh ada program kegiatan yang dibuat untuk mencapai tujuan fersebut ? sebutkan

28. Menurut bapak/ibu, bagaimana kapasitas potensi sumberdaya\desa yang ada di Kecamatan
Singkep Barat untuk dikembangkan menjadi BUMDes 7 ... 4%,

29, Menurut bapak/ibu, apa yang menjadi kendala/hapibatan jika BUMDes didirikan di desa ?

30. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang Badan Usaha Milik Desa {(BUMDes) ? .......
31. Menurut bapak/ibu, apakah desa mempunyai sumberdaya desa yang cukup potensial untuk
diusahakan dan dikelola dalam bentuk BUMDes? ................

32, Menurut bapak/ibw, mengapa pemerintah desa yang bapak pimpin tidak/belum mampu
mendirikan BUMDes ? ........(...

33. Menurat bapak/ibu, /permahkah pemerintah Xkabupaten memberikan dorongan ataupun
asistensi/petunjuk Kkepada pemerintah desa dalam upaya untuk memdirikan BUMDes ?

34. Menurut bapakiibi,” bagaimana upaya Lembaga Pernberdayaan Masyarakat Desa (LPMDes)
dalam mempelopori lahirnya BUMDes ? ...........

35. Menurut bapak/ibu, apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi 1.PMDes dalam merintis
usaha desa untuk dijadikan BUMDes ? ...................

Waktu wawancara :

1. Har/Tgl
2. Tempat
Peneliti Responden
{ Amran Salim ) { eeeerrneeevesmmrresieserma s )
NIM. 015792746
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Lampiran 3.
DAFTAR NAMA KEY INFORMAN
NO NAMA JABATAN INSTANSI ALAMAT | KET
1. | Siswadi Camat Kantor Camat Dabo Singkep
Singkep Barat
2. | Zainat Abidin Sekcam g;ngtgpc;:ﬁ Dabo Singkep E{;;‘i:_
3. | Suarta Andika Kasubag Pemerintahan | Bag. Pemerintahan | Dabo Singkep
| Kec, Kel & Desa i
4. | Abdul Hair Kepala Desa Desa Jagoh Jagoh
5. | M. Zam Kepala Desa Desa Sungai Buluh | Sungai Buluh
6. | Nazaruddin Kepala Desa Desa Sungai Raya | Sufigai Raya
7. | M. Yusaf Kepala Dusun I Desa Yagoh Jagoh |
8. | Aziiad Kepala Dusun ITT Desd Stinigai Buluh ), Susipai Buluh
9. | Kafyani Kepala Dusun II Pesa SungaiRaya Sungai Raya
10. | Sabarilah Ketua LPM Desa Jagoh Jagoh
11. | Sadikin M. Nuh Ketua LPM Desa SdngayvBuluk | Sungai Buluh
12. | Harsono Ketua LPM Desa Sungai Raya Sungai Raya
13. | Asril Ketua Karang Taruna Desa Jagoh Jagoh
14. | Auzar Ketua Karang Taruna’ | Desa Sungai Buluh | Sungai Buluh ﬁ
I5. | Gusdi Andri Ketua Karang Taruna Desa Sungai Raya | Sungai Raya
16. | Abduliah Tokoh Masyarakat Desa Jagoh Jagoh
17. | Abdul Kahar Musa | Tokoh Niasyarakat Desa Sungai Buluh | Sungai Buluh
18. | Taher TekohMasyarakat Desa Sungai Raya Sungai Raya
19. | Holid Ketua BPD Desa Jagoh Jagoh
20. | Jumaizar Ketua BPD Desa Sungai Buluh | Sungai Buluh
2]. | ML.Ponbarés Ketiia BPD Desé Sufigai Raya | Sungai Raya
22. | Marhaini Ketua PKK Desa Jagoh Jagoh
23. | Ramlah Ketua PKK Desa Sungai Buluh | Sungai Buluh
24. | Zuraidah Ketna PKK Desa Sungai Raya Sungai Raya
25. | Welly Suryani Kaur Ekbang Desa Jagoh Jagoh
26. | Agus Setyawan Kaur Ekbang Desa Sungai Buluh | Sungai Buluh
27. | Firdaus Kaur Ekbang Desa Sungai Raya Sungai Raya
28. | Rabmad Ketuz RW .02 Dsn [ Desa Jagoh Jagoh
29, | Iskandar Ketua RW, 02 Dsn | Desa Sungai Bulub | Sungai Buluh
30. | Badar H. Nurdin Ketna RW.01 Dsn 1 Desa Sungai Raya Sungai Raya
31. | Jahani Ketua RT. 01 RW. 01 Desa Jagoh Jagoh
32. | Bochar Yakop Ketua RT. 01 RW. 05 Desa Sungai Bulub | Sungai Buluh
33. | M. Ridwan Ketua RT. 03 RW. 03 Desa Sungai Raya | Sungai Raya
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Lampiran 6.

HASIL WAWANCARA

=

Pertanyaan Untuk : CAMAT SINGKEP BARAT.

A. Otonomi Desa

1. Menurut bapak/ibu, apa yang bapak/ibu ketahui tentang otonomi desa ?

Jawab:  “Desa diberikan kesempatan untuk mengurus desa itu sendiri sesuai dengan sumber dan potensi
yang ada untuk membiayai desanya yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan desa disetujui oleh
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan kewenangannya. Namun demikian perlu
adanya pelimpahan kewenangan pemerintah kabupaten ke pemerintah desa”.

2. Menurut bapak/ibu, bagaimana landasan hukum otonomi desa ?
Jawab : - PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa;

- Permendagri No. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan(dap Mekanisme Penyusunan
Perdes.

- Permendagri No. 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa
- Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan) Keuangan Desa”.

3. Menurut bapak/ibu, kewenangan apa saja yang diberikan oleh /Pémerintah Kabupaten Lingga ke pemerintah
desa yang ada di Kecamatan Singkep Barat ?
Jawab ; “Peraturan Bupati yang mengatur tentang pelinipaliap kéwenangan memangan belum ada, namun
pemerintah Kabupaten Lingga sebagaimanafyang tercantum dalam PP No. 72 Tahun 2005 tentang
Desa pada Bab III pasal 7 ayat (a) telah berjalan; begitu juga dengan dan Bab IV paragraf 2 yang
mengatur tugas, kewenangan, hak, dan'kewajiban Kepala Desa”.

4. Menurut bapak/ibu, bagaimana implementdsi otonomi desa selama ini di Kecamatan Singkep Barat ?
Jawab : “ Implementasi otonomi desa masth belum maksimal mengingat belum ada pelimpahan
wewenang dari pemerintdh_Kabupaten Lingga dan belum ada desa yang mampu membiayai
(menggaji) aparat desanya, sepiuanya masih tergantung pada pemerintah kabupaten”.

5.  Menurut bapak/ibu, apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat terhadap pelaksanaan atau
peneraparn otonomi desa dikecdmatan Singkep Barat ?

Jawab : * Faktor Penddreng”: sumberdaya alam yang melimpah, gotong royong dan kekerabatan masih
tinggi, dan\masyarakat homogen. Faktor Penghambat : Pendidikan masyarakat masih banyak
tamataSD, Ketergantungan pada bantuan pemerintah, belum ada pelimpahan wewenang dari
pemerintah kabupaten ke pemerintah desa, dan administrasi desa belum tertib”.

B. Desentralisasi Keuangan
Menurut bapak, apakah jumlah dana yang diberikan kepada desa sesuai dengan beban tanggung jawab yang
dijalankan?
Jawab: “Belum sesuai, dana yang ada di desa berupa tunjangan aparatur, dan dana ADD. Untuk hal
tersebut diatas dikatakan belum sesuai karena kondisi geografis yang cukup jauh (biaya
transfortasi) dari desa ke kecamatan dan ke kabupaten”,

C. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
Dalam pembuatan perdes APBDes, apakah ada petunjuk baku atau format yang sudah disediakan oleh
Pemerintah Kabupaten Lingga yang harus diikuti oleh Pemerintah desa, seperti apa bentuknya?
Jawab : “Sudah, (1) perda tentang penyusunan peraturan desa, (2) perda tentang Keuangan Desa”.

D. Pendapatan Asli Desa (PADes)
Menurut bapak/ibu, bagaimana kewenangan yang “diberikan oleh pemerintah Kabupaten Lingga kepada
Pemerintah desa yang ada di Kecamatan Singkep Barat dalam memperoleh Pendapatan Asli Desa (PADes) ?
Jawab: “Desa diberi kesempatatan untuk mendapatkan PADes sesuai dengan kesepakatan masyarakat
selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Contoh : pungutan/iuran untuk
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E. Badan Usaha Desa (BUMDes)

Menurut bapak/ibu, bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Lingga untuk mendorong dan memfasilitasi

Pemerintah Desa di Kecamatan Singkep Barat dalam mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ?
lawab: “Desa di Kecamatan Singkep Barat belum ada yang mempunyai BUMDes™.

Pertanyaan Untuk : KASUBAG PEMERINTAHAN KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA.

A. Otonomi Desa

Menurut bapak/ibu, apa yang bapak/ibu ketahui tentang otonomi desa ?

Jawab: “Otonomi Desa adalah kewenangan yang dimiliki oieh desa untuk mengatur rumah tangganya

sendiri sesuai dengan kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah daerah ke desa”.

i

—

2.  Menurut bapak/ibu, bagaimana landasan hukum otonomi desa ?
Jawab: “Landasan hukum otonomi desa diatur didalam UU No. 32 thn 2004 TTG Pemda & PP No. 72
THN 2005 TTG Desa”.

3. Menunut bapak/ibu, kewenangan apa saja yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaien Lingga ke pemerintah
desa yang ada di Kecamatan Singkep Barat ?

Jawab: “Untuk saat ini Pemkab Lingga baru memberikan kewenangan ‘menpénai penetapan APBDes
setiap talmnnya. Ymuk urusan lain-lain behin karena perda‘tig penyerahan kewenangan kab. ke
desa baru saja disyahkar oleh DPRD Kab. Lingga. UnruK pelaksanaan/petunjuk tekmisnya harus
menunggu perbup Lingga selesai dan disosialisasikan teriebih dahulu ™.

B. Desentralisasi Keuangan

Menurut bapak, apakah jumlah dana yang diberikan kepdda desd sesuai dengan beban tanggung jawab yang
dijalankan?

Jawab: “secara garis besar telah sesuai, namun ke depan skan ditingkatkan kwantitasnya”.

—

2.  Apakah jumlah darma yang diberikan (dihiting” menggunakan formula‘rumusan tertentu dengan
memperhatikan aspek proporsionatitas ?
Jawab: “ya”.

3.  Apakah jumlah dana yang diberikan/dilinmg mengpunakan konsep bagi rata ?
Jawab : “pembagian dana diltitung Secara proporsional, yakni 60% dibagi rata, 40% dibagi menurut luas
wilayah, jumlah pendudik, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dII”.

C. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
1. Dalam pembuatan petdes APBDes, apakah ada petunjuk baku atau format yang sudah disediakan oleh
Pemerintah Kabupaten Lingga yang bacus diikuti ofeh Pemerintah desa, seperti apa bentuknya?
Jawab : “Ya, bentuk formainya secara umum bermaterikan :
“(})) Pos pendapatan, (2) pos belanja rutin/belanja tak langsung, (3)pos belanja pemberdayaan dan
pembangunan/belanja langsung, (4) pos pembiayaan/silpa”.

2. Menurut bapak/ibu, sejauh mana keterlibatan pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam setiap tahap
penyusunan APBDes ?
Jawab: “Dalam ha] ini pemkab melalui Bag. Pemerintahan melakukan verifikasi setiap perdes APBDes
yang masuk unuk disabkan oleh Bupati”.

3.  Menurut bapak/ibu, pernahkah Pemerintah Kabupaten Lingga dan Kecamatan Singkep Barat membatalkan
atau menghapus beberapa poin usulan masyarakat dalam APBDes? Mengapa?
Jawab : “Ya, karena sering tumpang tindih pelsksanaannya dengan Anggaran APBD Kab. dan pos
pembangunan lainnya seperti : PNPM,P3DK. dlI”.

D. Pendapatan Asli Desa (PADes)

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Lingga kepada
Pemerintah desa yang ada di Kecamatan Singkep Barat dalam memperoieh Pendapatan Asli Desa (PADes) ?
Jawab: “Selagi tidak tumpang tindih dan melanggar aturan diatas,Kab. memberikan kewenangan penuh

Koleksi Perpiasifesanyhneiarsenmepgml PADes™.



2.

E.

1.

— W

—

41444 8¢

Menurut bapak/ibu, bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Lingga, untuk membantu Pemerintah Desa di
Kecamatan Singkep Barat dalam mencari dan menambah Pendapatan Asli Desa (PADes) ?
lawab: “Pemkab selalo memberikan semacam pembinaan dan pelatiban bagi aparatur desa untuk selalu

berupaya menggali potensi desa baik dengan kekayaan desa, seperti : tanah kas desa, aset desa,
usaha milik desa, koperasi, dlI”.

Badan Usaha Desa (BUMDes)
Menurut bapak/ibu, bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Lingga untuk mendorong dan memfasilitasi
Pemerintah Desa di Kecamatan Singkep Barat untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ?
Jawab: “Pemkab. Lingga melalui Dinas Perindag dan Koperasi, Bag. Ekonomi dan pembangunan, Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah memberikan pelatihan kewirausahaan desa, pelatihan
koperasi dan pemberdayaan masyarakat desa dan perempuan”.

Menurut bapak/ibu, bagaimana kapasitas potensi sumberdaya dese yang ada di-Kecamatan Singkep Barat

untuk dikembangkan menjadi BUMDes ?

Jawab: “Di Kecamatan Singkep Barat potensi hutan, kelautan dan perkebunan sangat cocok menjadi
sumber pendapatan asli desa”.

Pertanyaan Untuk : KASI EKBANG.

Pendapatan Asli Desa (PADes)

Menurut bapak/ibu, apa penyebab rendahnya PADes yang diperoleh desa ?

Jawab: “(1) Pemahaman masyarakat desa kurang, (2)fendahfiya mutwkualitas SDM pemungut PAD, (3)
rendahnya pendapatan masyarakat, (4 kurangnya sosialisasi pemerintah kabupaten kepada
masyarakat tentang PADes, {5) masih kufangnya potensi desa yang dapat menghasilkan PADes".

Menunut bapak/ibu, apakah desa mempunyai kekayaan sumber daya alam yang beragam yang berpotensi

mendatangkan PADes ?

Jawab: “Kekayaan sumberdaya alaprsangat potensial dimanfaatkan untuk PADes, cara pengelolaan yang
belum dimanfaatkan. Sepenti?perikanan, pertanian, pertambangan, jasa dan wisata”.

Menurut bapak/ibu, bagaimara keleluasaan/kebebasan desa dalam memanfaatkan sumberdaya alam desa

yang berpotensi mendatangkan PADes 7

Jawab: “Desa diberikan.kebebasan sesuai dengan aturan yang berlaku di Kabupaten Lingga, sesuai
dengan UU\ctonomi dese di mana desa diberi kebebasan untuk membuat aturan sendiri
bsepanjang tidak bertentangan undang-undang yang berlaku™.

Menurut bapak/ibug apakah sumber-sumnber yang sangat potensial mendatangkan PADes dikuasai dan

dimanfaatkan oleh pihak kabupaten ? jelaskan

Jawab: “Harus dimanfaatkan dan diolah oleh kabupaten dengan mengikut sertakan desa yang
bersangkutan, karena desa tidak akan sanggup disebabkan oleh dana rendah, dan SDM tidak

mencukupi”.

Badan Usaha Desa (BUMDes)
Menurut bapak/ibu, bagaimana kapasitas potensi sumberdaya desa yang ada di Kecamatan Singkep Barat
untuk dikembangkan menjadi BUMDes ?
Jawab : “potensi yang ada cukup besar, seperti : Sumber air bersih, Jasa apgikutan laut, sarana umum
(lapangan bola) untuk disewakan kepada masyarakat, wisata air terjun dan sejarab™.

Menurut bapak/ibu, apa kendala/hambatan jika BUMDes didirikan di desa ?
Jawab:  “SDM sangat kurang, masih kurang pemahaman masyarakat terhadap BUMDes, kurang
perhatian daerah (pemerintah kabupaten), dan belum ada perda tentang BUMDes™.

4. Perinuysan Untuk : KEPALA DESA JAGOM,
A. Otonomi Desa

. en ibu, apa yang bapak/ibu ketahui tentang otonomi desa ?
Kolewrmﬁféﬁgﬁﬁnwﬁ%ﬁﬁaﬂﬁﬁh oleh pemerintah kepada desa dalam keleluasaan mengatur

dan menata desa ddalam ari yang luas ™.
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2.  Menurnt bapak/ibu, bagaimana implementasi/penerapan otonomi desa terutama untuk desa yang bapak
pimpin selama ini ?
Jawab: “Otonomi yang diharapkan belum berjalan secara optimal dan maksimal, it disebabkan karena
masih banyak sektor-sekior yang sebenarnya mendatangkan PADes pengelolaannya masih belum
dilimpahkan kepada desa ™.

3. Menurut bapak/ibu, apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat ierhadap pelaksanaan atau
penerapan otonomi desa di Kecamatan Singkep
Barat ?
Jawab : “Faktor pendorong : dari segi scktor perekonomian Faktor penghambat : masih adanya campur
tangan dari pihak pemerintah, masih kurangnya sumber daya manusia yang ada di desa ”.

B. Desentralisasi Keunangan

Menurut bapak/ibu menyangkut pelimpahan kewenangan keuangan, apa saja kewenangan yang diberikan

kepada desa ?

a. Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten? ......

b. Memungut pajak/retribusi daerah? sebutkan jenisnya ?

c. Bantuan keuangan lainnya ? sebutkan kalau ada ?

Jawab: “secara garis besar telah sesuai, namun ke depan akan ditingkatkan kwantitasnya”. (a) Ya, ada. (b)
PBB dan Pajak Restoran dan Rumah makan”.

ot
.

2. Menurut bapak, apakah jumlah dana yang diberikan kepdda desd sesuai dengan beban tanggung jawab yang
dijalankan?

Jawab: “masih kurang, karena masih banyak Kebutuhan dari masyarakat yang belum dapat dipenuhi
semuanya dan untuk dana operasional desa/pin kurang mencukupi itn disebabkan karena desa
saya pimpin masih baru, jadi masih betiyak yang harus ditampal biar bagaimanapun pemerintab
desa akan berkeja semaksimal mimgkin®,

3. Menunt bapak/ibu, dengan besaran juiiiah dana vang telah ditetapkan dari pemerintah kabupaten dan telah
diterima oleh pemerintah desa, apaksh pemerintah desa mengalami dan merasa kesulitan dalam membiayai
urusan yang menjadi tanggungjawab pemerintah desa ? jelaskan alasanya
Jawab : “Ya, mengingat kebutithas opeerasional yang besar dan masih banyak keinginan masyarakat yang

sifatnya membéangun belum dapat/bisa dipenuhi semuanya”.

4. Apakah jumlah dana yang diberikan kepada pemerintah desa mengalami peningkatan dari tabun ke tabun ?
Jawab : “Albamduliilah, ya™.

5. Menuntt bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kemajuan pembangunan di desa ?
Jawab ; “Pengaruhnya sangat jelas sekali, dengan adanya pemberian ADD kebutuhan fisik dan pembangunan
dari masyarakat dapat terpenuhi walaupun itu tidak keseluruhan™.

6. Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap alkdivitas dari lembaga sosial
kemasyarakatan yang ada di desa seperti Karang Tanma, PKK, LPM?.
Jawab : “Terbantu, karena dengan pemberian bantuan yang berasal dari ADD, aktivitas lembaga sosial dapat
terlaksana walaupun seadannya .

C. Anggarau Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
Dalam pembuatan perdes APBDes, apakah ada petunjuk baku atau format yang sudab disediakan oleh
Pemerintah Xabupaten Lingga yang hams diikuti oleh Pemerintah desa, seperti apa bentuknya?
Jawab : “- untuk operasional 30%
- untuk pemberdayaan dan fisik 70%6”.

2. Bagaimana tahapan-tahapan proses penyusunan APBDes yang bapak laksanakan?

Jawab : “- Musyawarah RANPERDES APBDes

- Musyawarah penetapan perdes APBDes™.

olof8 T TESPIE 9816 N g smvarah penyusunanrencana Angesan Fendapaian an

b
.
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Jawab : “ RT, RW, Tokoh Masayarakat, Pemuda. PKK, dan Tokoh Agama”.

Menurut bapak/ibu, bagaimana partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes ?
Jawab : “Sangat antusias, karena masyarakat mengharapakan akan adanya bantuan baik itu pembangunan
fisik maupun bantuan pemberdayaan diwilayah masing-masing”.

Menurut bapak/ibu, bagaimana proses menentukan pilihan kegiatan yang akan dimasukan dalam RAPBDes
?
Jawab : “Melalui musyawarah dan setelah itu mengajukan rujukan kepada BPD”,

Menurut  bapak/ibu,  bagaimana  keleluasaan/kebebasan  masyarakat dalam  menentukan

keinginannya/pilihannya terhadap kegiatan baik pembangunan fisik maupun pemberdayaan yang akan

dimasukan dalam APBDes?

Jawab : “bebas mengeluarkan pendapat, bebas mengeluarkan ide dan saran dengan dasar yang sifatnya kritik
membangun”.

Menurut bapak/ibu, sejauh mana keterlibatan pemerintab kabupaten den kecamatan dalam setiap tahap
penyusuman APBDes ?
Jawab : “pemerintah kecamatan dan kabupaten melakukan pengawasdn dan pembinaan”,

Menurut bapak/ibu, pernahkah Pemerintah Kabupaten Lingga dad Kecamatan Singkep Barat membatalkan

atay menghapus beberapa poin usulanp masyarakat dalam APBDes? Mengapa?

Jawab : “Belum pernah, yang ada hanya sekedar arahan/dan pefunjuk yang diberikan pihak kecamatan dan
kabupaten™.

Bagaimana pertanggungjawaban penggunaan APBDes.yang bapak ketahui?
Jawab : “Pertaanggungjawaban dilakukarn’ deagen’ membuat SPY yang dilaporken ke pemerintah
Kabupaten Lingga melalui kecamatan”:

Bagaimana bentuk pertanggung jawaban kepdda masyarakat yang pernah dilakukan ?
Jawab : “Mengundang masyardkat dan/BPD peririwulan untuk menjabarkan pertanggungjawaban alokasi
dana desa secara trafisparan dan terbuka”.

Bagaiamana bentuk pengawasan penggunaan dana APBDes baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Lingga maupun oleh masyarakat ?

Jawab: “(1) Pemerintan Kabupaten Lingga : pengawasan dilakukan melalui SP} dan ditinjau langsung
kelapangan oleh Inspektorat Kab. Lingga . (2) Masyarakat : diawasi dan dilaksanakan pekerjaan
pembangiman fisik yang didanai dengan dana ADD oleh masyarakat.

Menurut bapak/ibu, bagaimana partisipasi dan akses masyarakat dalam mengontrol realisasi penggunaan

APBDes ?

Jawab :  “Antusias, karena tujuan untuk kepentingan masyarakat ramai dan pembangunan di desa walau itu
berskala kecil”.

Pendapaian Asli Desa (PADes)
Apakah desa yang bapak pimpin mempunyai PADes ?
Jawab : “ada™.

Kalau ya, sebutkan sumber-sumber penerimaan PADes tersebut ?
Jawab: “sumbangan masyarakat yang ada usahanya, dan penguruasan sursf-menyurat”.

Kalau tidak, mengapa desa tidak mampu menghasilkan PADes ?

Jawab: -

Menurut bapak/ibu, apakah desa sudah optimal dalam meningkatkan PADes, mengapa?

Jawab: “belum optimal, karena kurang adanya dukungan dari pemerintah dan masyarekat. Masyarakat

Koleksi Perpifemigaarisnrdias reipieh  belum  melimpahkan wewenang  sepenuhnya  dalam

meningkatkan PADes”.
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4.  Menurut bapak/ibu, apa penyebab rendahnya PADes yang diperoleh desa ?
Jawab: “Kurangnya partisipasi masyarakat dan pengusaha yang ada di desa maupun masyarakat yang ada
diluar desa yang beraktifitas di desa kami”.

5.  Menunut bapak/ibu, apakah desa mempunyai kekayaan sumber daya alam yang beragam yang berpotensi
mendatangkan PADes ?
Jawab : “Salah satunya dari pelabuhan jago, terminal mobil dan perkebunan masyarakat”.

6. Menurut bapak/ibu, bagaimana keleluasaan’kebebasan desa dalam memanfaatkan sumberdaya alam desa
yang berpotensi mendatangkan PADes ?
Jawab: “sangat terbatas, karena kurang adanya pelimpahan wewenang yang diberikan pemerintah kepada
desa”.
7. Menurut bapak/ibu, apakah sumber-sumber yang sangat potensial mendatangkan PADes dikuasai dan
dimanfaatkan oleh pihak kabupaten ? jelaskan
Jawab: *“Ya, contohnya dermaga pelabuban dan terminal jego yang selama i’ képengurusannya yang
berpotensi mendatangkan PADes dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten dan belum ada
pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pihak kabupaten ke desa?,

8. Menurut bapak/ibu, bagaimana upaya desa selama ini untuk memanfaatkan sumberdaya alam desa untuk
mendatangkan PADes ?

Jawab: “Dengan melakukan sosialisasi ke masayarakat dari koordinasi dengan pihak kabupaten”,

9. Apakah desa pernah mengeluarkan perdes tentang pemanfaatan sumberdaya alam desa yang bertujuan untuk
mendatangkan PADes ?
Jawab: Belum pernah, karena belum adanya acudn dan pedoman perbup dan perda yang disampaikan ke
desa, dan desa takut menyalahi atnran didias yang ada”™.

10. Menunet bapak/ibu, bagaimana dalam implementasinya apakah perdes tersebut mendapat
tantangan/penclakan dari pihak kabupéted 7
Jawab: -

11. Apakah desa membentuk lembap/crganisasi kemasyarakatan tersendiri seperti Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa (LPMDes) yang salah satu tugasnya untuk memungut dan mengelola PADes ?
Jawab : “Ada, yaitu %\Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMDes)”.

E. Badan Usaha Desa (RUMDes)
1. Apa yang bapak/ibu-Ketahui tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ?
Jawab: “suatu wadah usaha yang dimiliki oleh desa dan kepengurusannya langsung ditangani oleh
pemerintah desa, dan Wwjuan utamanya adalah untuk meningkatkan PADes dan perkeonomian
masyarekat”.

2. Menunut bapak/ibu, apakah desa mempunyai sumberdaya desa yang cukup potensial untuk diusahakan dan
dikelola dalam bentuk BUMDes?
Jawab: “Tidak ada”.

3.  Menurut bapak/ibu, mengapa pemerintah desa yang bapak pimpin tidak/belum mampu mendirikan BUMDes
?

Jawab : “Karena pada saat sekarang ini, sumberdaya yang di desa kurang mendukung untuk mendirikan
BUMDes dan tidak adanya pefatihan tentang BUMDes dari pemerintah iabupaten”.

5. Pertanyaan Untuk : KEPALA DUSUN 1 JAGOH
A, Desentralisasi Keuangan
1. Menuns bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kemajuan pembangunan di desa ?
Jawab: “Ada kemajuan, salah satunya dengan pemberian ADD apa yang kita harapakan dalam
. pengajuannya biarpun jtu tidak keseluruhannya. Misalnya : terbangunnya ruang tunggu dislokasi
Koleksi PerpaieisaaR, MORSkeHA%s) RIMMER penghubung kampung Seberang Kemas dengan Jagob”.
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2. Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kemajuan pembangunan di desa ?
Jawab: “Dengan pemberian ADD oleh desa kepada lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di desa jago,
kegiatan/aktivitas dari lembaga ini cukup terbantu. Misalnya : “(1) untuk karang taruna yaitu
terbangunnya lapangan volley yang ada di Seberang Kemas. (2) bantuan transportasi untuk
kegiatan pemuda bermain sepakbola”.

B. Anggaran Peadapatan Belanja Desa (APBDes)

Menurut bapak/ibu, bagaimana partisifasi masyarakat terutama dari dusun yang bapak pimpin dalam

mengikuti proses penyusunan RAPBDes ?

Jawab :  “Partisipasi masyarakat Dusun II ada dalam hal musyawarah penyusunan RAPBDes terlihat dari
kehadiran masyarakat yang berasal dari Dusun I1 dan ada beberapa masukan/ide yang diberikan
oleh masyarakat tsb",

—

2. Menurut bapak/ibu, bagaimana proses dalam menentukan pilihan kegiatan yang akan dimasukan dalam
RAPBDes ?

Jawab: “Melakukan musyawarah ditingkat desa dengan cara prioritas kegiatan”.

3. Menurut bapak/ibu, bagaimana keleinasaan/kebebasan inasyarakat dalam menentukan
keinginannya/piliharmya terhadap kegiatan baik pembangunan_ fisik magpun pemberdayaan yang akan
dimasukan dalam APBDes?

Jawab: “dalam menegukan  keinginannya, masydrakat\, bebas scbebasnya  mengeluarkan
pendapat/masukan walaupun pada Kkenyatadannya skeinginan masyarakat tidak semuanya
terpenuhi/menjadi kenyataan™.

Pertanyaan Untuk : KETUA LPM DESA JAGOH

Pendapatan Asli Desa (PADes)

Menunut bapak/ibu, bagaimana peran LPMDses, selama ini ?

Jawab: “Berperan aktif di masyarakat; sepertl! gotong royong masyarakat, dan melakukan pungutan iuran
desa™.

84

2. Memmrut bapak/ibu, apa saja’ yang telah dilakukan oleh LPMDes sclama imi terutama dalam upaya
mendatangkan PADes ?
Jawab: “Selama ini LPMDes juga telab melakukan pungutan/iuran yang digunakan untuk pembangunan
desa ke pengusaha<pengusaba seperti : PT. DII, MV.Superjet, kedai/warung makan, darn juga
LPMDes juiga-telzh melakukan pinjaman bergulir ke masyarakat dari dana yang diterima LPM™.

3. Menurut bapak/ibu,.é¢ngapa LPMDes tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal ?
Jawab : “Belum adanya payung hukum/perdes yang mengatur tentang pungutan desa, dan tidak adanya
dukungan pemeriniah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kab. Lingga”.
4, Menunut bapak/ibu, bagaimana kemampuan sumberdaya manusia yang menjadi pengurus LPMDes ?
Jawab: “selama ini apa yang ditugaskan dilakukan pengurus LPMDes sudah optimal, tapi kami butuh
pelatihan agar kinerja kami lebih bagus”.

5. Menurut bapak/ibu, bagaiamana dorongan pemeriniah kabupaten dalam memberdayakan LPMDes ?
Jawab: “Domgan pemerintah dalam meberikan derongan ada, seperti : (1) mengadakan pelatihan setahun
sekali, (2) adanya bantuan operasional dari Kabupaten Lingga”.

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Menunit bapak/ibu, bagaimana upaya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMDes) dalam
mempelopori fahimya BUMDes ?
Jawab: “Tidak ada upaya untuk mempelopori BUMDes, karena kurang mengetabui dan memahami
BUMDes".
2.  Menurut bapak/ibu, apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi LPMDes dalam merintis usaha desa
untuk dijndikan BUMDes ?

Desa tidak mepunyai adi LPMDes tidak ada merintis usaha desa untuk menjadikan
Kolek3| Perpmjﬁman UnlverS|tas Terlbuka

o
.
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Pertanyaan Untuk: KETUA KARANG TARUNA DESA JAGOH

A. Desentralisasi Keuangan

Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kemajuan pembangunan di desa

Khususnya terhadap Karanag Tanuma? Menunut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap

aktivitas dari lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di desa seperti Karang Taruna, PKK, LPM, dll ?

Jawab: “Pengaruh pemberian ADD terhadap kegiatan pemudaan ada dan dengan adanya bantuan ADD
dari pemerintahan desa kegiatan yang dilaksanakan dapat terbantu walaupun itu tidak 100%
kbusunya dibidang bolakaki™.

2. Menurat bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap aktivitas dari lembaga sosial
kemasyarakatan yang ada di desa seperti Karang Tanuna, PKK, LPM ?..
Jawab: “Dengan adanya pemberian ADD aktivitas karang taruna dapat berjalan seadanya”.

3. Menurut bapak/ibu, apa saja bentuk kegiatan karang taruna yang mendapat bantuan dana dari ADD?
Jawab: “Bantuan transporiasi untuk olahraga khususnya bolakaki, dan bamtuan pembuatan lapangan
volley yang ada didusun II”,

bl

Pertanyaan Untuk : TOKOH MASYARAKAT DESA JAGOH

A. Desentralisasi Kenangan

Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap-kémajuan pembangunan di desa baik

sarana fisik, keagamaan, Kesenian, dif?

Jawab: “Bantuan selama ini dari pemberian ADD belém maKsimal, dengan arti kata pembangunan yang
diinginkan masyarakat belum merata. Sedangkan dari segi keagamaan pemberian ADD juga
belum maksimai (kecil), Kesenian juga séma.beluimn terkaper semua™.

]

B. Anggarap Pendapatan Belanja Desa (APBDies)

Mepunit  bepak/ibu, bagaimana  keleluassan/kebebasan  masyarakat  dalam  menentukan

keinginanaya/pilihannya terhadap kegiatan\balk pembangunan fisik maupun pemberdayaan yang akan

dimasukan dalam APBDes?

Jawab: “masyarakat bebas dalam/menentukan pilihan/keinginannya, tapi untuk pembangunan fisik dari
pendapat tersebut dikumpulkan dan dipilih mana yang lebih penting dan menyentuh masyarakat
secara langsung ity yéng/diutarakan”.

Pt
.

2. Siapa saja masyarakat'yang diundang dalam musyawerah penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDEsY?
Jawab: “orang yang berkepnetingan, dalam hal ini perwakilan masyarakat, tokoh agama, pemuda, RT,
RW, Damin, PKX.”.

Pertanysan Untuk : KETUA BPD JAGOH

A. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

Menurut bapak/ibu, bagaimana partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes ?

Jawab: “Partisipasi orang dalam penyusunan RAPBDes ada, yaitu dengan banyaknya masyarakat yang
hadir dalam musyawarah penyusunan RAPBDes”.

o

2. Menunz  bapak/ibu, bagaimana keleluasaan/kebebasan masyarakat  dalam menentukan
keinginannya/pilihannya terhadap kegiatan baik pembangunan fisik maupun pemberdayaan yang akan
dimasukan dalam APBDes?

Jawab: “Masyarakat dalam menentukan keinginannya bebas menyalurkan/mengeluarkan pendapat, saran,
dan masukan dan itu telah mencerminkan aspirasi masyarakat.”.

3. Menunt bapak/ibu, bagaimana partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes ?
Jawab: “partisipasi masyarakat ada dalam mengontrol penggunaan APBDes khusustya penggunaan
anggaran fisik”.

KplehR R RSRRR KV (A PR Fsonk@
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Desentralisasi Keuangan

Menurut bapak/ibu, apakah PKKmendapat bagian dari danadan bagaimana pengaruh pemberian ADD

terhadap kegiatan PKK ?

Jawab: “Dengan adanya dana ADD dapat membantu kegiatan operasional PKK, dalam hal ini biaya
transportasi untuk kegiatan-kegiatan PKK yang berada di Juar desa”.

10. Pertanyaan Untuk : KAUR EKBANG DESA JAGOH
A.  Anggaran Pendapaian Belanja Desa (APBDes)
Menurut bapak/ibu, bagaimana penganih pemberian ADD terhadap kemajuan pembangunan di desa?
Jawab: “Ada, pengaruh pembangunan dari pemberian ADD khusus di pembangunan fisik untuk tahun
anggaran 2010 yaitu salah satu : (1) pembangunan ruang tunggu di lekasi pelabuban; (2) kamar
mandi umum; (3) bantuan pembangunan/renovasi mesjid”.

B. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Menurut bapak/ibu, apakah desa mempunyai kekayaan sumber daya alam yang beragam yang berpotensi

mendatangkan PADes ?

Jawab: “Sebenamya dari desa Jagoh dari SDA tidak ada tapi dari letak geografizada pelabuban ferry dan
pelabuhan Moro. Selain itu disektor perkebunan (karet) dan’ terminal angkutan umum
kesemuannya itu kalay dioptimalkan dengan kata lain diffianfaatkan dengan sebenarnnya akan
mendatangkan PADes yang tidak sedikit. Setahu saya untuk pelabuban ferry dan terminal belum
ada pelimpahan wewenang ke desa untuk mengurusi‘masit, dibawah pemkab dalam hal ini dinas
perhubungan kabupaten Lingga™,

=

2. Menurut bapak/ibu, apakah pemerintah desa pernab atan telah’melakukan pendataan potensi sumberdaya?
apakah pernah di ekspos?
Jawab: “Belum ada pendataan potensi sumberdayd karena bahwasanya desa Jagob tidak memiliki
sumberdaya dan inisiatif darf pemerintah desa tidak ada juga™.

11. Pertanyaan Untuk : KETUA RW. 02-DUSUN1T JAGOH

A. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

1.  Menurut bapak/ibu, bagaimana {partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes
terutama dari RW yang bapak pimpin ?
Jawab : “Tingkat kehadiran dan partisipasi musyawarah antusias™.

2.  Menurnut bapak/ibu, bagalamana usulan-usuian vang disampaikan masyarakat terutama RW yang bapak
pimpin, apakah sering ditolak atau dit=rima?
Jawab: “karena memang usulan dari masyarakat khususnya RW yang saya pimpin Alhamdulillah 80%
diterima™

3. Menurut bapak/ibu, sejauh yang bapak tahu apa saja bentuk pembangunan yang dibiayai dari ADD terutama
diwilayah RW yang bapak pimpin?
Jawab: ‘“karena memang usuian dari masyarakat khususnya RW yang saya pimpin Albamndulillah 30%
diterima”.

4. Menurut bapak/ibu, apakah pembangunan tersebut sudah dengan kebutuhan masyarakat di wilayah RW yang
bapak pimpin?
Jawab: “menurut saya pembanguan fisik/non fisik yang sudah dibiayai ADD Alhamduliliah sudeh sesuai
dengan keinginan masyarakat™.

12. Pertanysan Untuk : KETUA RT. 01 RW.01 JAGOH

A. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses pemyusunan RAFPBDes
terutama dari RT yang bapak pimpin ?
Jawab: “kurang banyak hanya 4 orang”.
Menurut bapak/ibu, bagaiamana usulan-usulan yang disampaikan masyarakat terutama RW yang bapak

KObWﬁkﬁmmn\?ﬁmm@m banyak dan memang menyentuh langsung ke masyarakat”.
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3. Menurut bapak/ibu, sejanh yang bapak tahu apa saja bentuk pembangunan yang dibiayai dari ADD terutama
diwilayah RT yang bapak pimpin?
Jawab: “tempat peristirahatan dislokasi pekuburan®.

4. Menuryt bapak/ibu, apakah pembangunan tersebut sudah dengan kebutuhan masyarakat di wilayah RT yang

bapak pimpin?
Jawab: “kurang sesuai karena sampai sekarang belum terbangunnya batu miring diwilayah pekuburan
vang diinginkan masyarakat”.

4. Pertanyaan Untuk : KEPALA DESA SUNGAI BULUH.
A. Otonomi Desa
1.  Menurut bapak/ibu, apa yang bapak/ibu ketahui tentang otonomi desa ?
Jawab: “pemberian kekuasaan penuh oleh pemerintah kabupaten kepada desa untuk mengurus dan
memberdayakan sumberdaya alam dan manusia ”.

2. Menurut bapak/ibu, bagaimana implementasi/penerapan otonomi desa terutama’ untuk desa yang bapak
pimpin selama ini ?
Jawah: “untuk membuat kebijakan di dalam desa harus semua dengan musyawarah untuk mufakat karena
negara kita adalah negara demokrasi ”.

3. Menurut bapak/ibu, apa saja yang menjadi faktor pendorong daft perghambat terhadap pelaksanaan atau
penerapan otonomi desa di Kecamatan Singkep
Barat ?
Jawab: “Fakior pendorong : wacana yang berkembang ditengah masyarakat yang sifamya sesuai dengan
aturan yang berlakv. Faktor penghambit :.tidak adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah
kabupaten ”.

B. Desentralisasi Keuangan
Menurut bapak/ibu menyangkut pelinipahan, kéwenangan keuangan, apa saja kewcnangan yang diberikan
kepada desa ?
a. Alokasi Dana Desa (ADD) ddri pemerintah kabupaten? Ya
b. Memungut pajak/retribusidasrahi? sebutkan jenisnya ?
- PBB, Pembagian hasil karetfetribusi perikanan
¢. Bantuan kenangan lainnya.? sébutkan kalau ada 7
-Retribusi angkutan kendaraan barang, tambatan perahu, pengusaha setempat.

—
.

2. Menunit bapak, ‘apakah jumiah dana yang diberikan kepada desa sesnai dengan beban tanggung jawab yang
dijalankan?
Jfawab: “sesuai, karena selama ini baik anggaran untuk operasional maupun uatuk pemberdayaan tidak
tercover semuanya melainkan bertahap sesuaj dengan RPMIDes™.

3. Menurut bapak/ibu, dengan besaran jumlah dana yang telah ditetapkan dari pemerintah kabupaten dan telah
diterima oleh pemerintah desa, apakah pemerintah desa mengalami dan merasa kesulitan dalam membiayai
urusan yang menjadi tanggungjawab pemerimtah desa ? jelaskan alasanya
Jawab - -

4.  Apakah jumlah dana yang diberikan kepada pemerintah desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ?
Jawab : “ya”.

5. Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kemajuan pembangunan di desa ?
Jawab : “untuk pembangunan khususnya fisik terasa kurang karepa keinginan masyarakat yang banyak
yang dituangkan dalam RPJMDes maka tidak terpenuhi semuannya™.

6. Memurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap aktivitas dari lembaga sosial
kemasyarakatan yang ada di desa seperti Karang Taruna, PKK, LPM?..

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Jawab : “sangat berpengaruh karena sclama ini bantusn untuk karang taruna PKK, rutin diberikan dan
dengan dana tersebutlah kegiatan itu dilaksanakan sesuvai keinginan masing-masing lembaga sosial
tsb ™.

C. Anggaran Pendapatan Belanja Desa {APBDes)
l. Dalam pembuatan perdes APBDes, apakah ada petunjuk baku atau format yang sudah disediakan oleh
Pemerintah Kabupaten Lingga yang harus diikuti oleh Pemerintah desa, seperti apa bentuknya?
Jawab:  “ada, yaitu : untuk pemberdayaan dan fisik 70%, untuk operasional 30% dari total anggaran
ADD”,

2. Bagaimana tahapan-tahapan proses penynsunan APBDes yang bapak laksanakan?
Jawab : “dengan melakukan musyawarah desa dengan merujuk dari RPJMDes tahun 2010-2015 yang
ditentukan dengan skala prioritas”.

3. Siapa saja masyarakat yang diundang dalam musyawarah penyusunan rencanaAnggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) ?
Jawab : “ seluruh kelembagaan yang ada di desa ( RT, RW, Karang Taruna, PKK)™.

4. Menunut bapak/ibu, bagaimana partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes ?
Jawab : “partisipasi masyarakat antusias terlihat dari kehadiran-masyarakat dan dalam pemberian usulan,
argumen yang beraneka ragam™.

3. Menunut bapak/ibu, bagaimana proses menentukan pilihdn kegidtan yang akan dimasukan dalam RAPBDes
?
Jawab : “dengan menggunakan skala prioritas dengin acuan kegiatan yang ada di RPIMDes™.

6. Menurut  bepak/ibu, bagaimana  kélelussaan/kebebasan  masyarakat dalam  menentukan
keinginannya/pilihannya terhadap kegiatan baik pembangunan fisik maupun pemberdayaan yang akan
dimasukan dalam APBDes?

Jawab: “scbenarnya kebebasan masyarakat dalam menentukan keinginannya tidak terbatas, tapi dalam
menyusun RAPBDes tétap mengacu pada RPJIMDes™.

7. Menunst bapak/ibu, sejanh ‘mans’ Keterlibatan pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam setiap tahap
penyusunan APBDes 7
Jawab : “keterlibatan kecainatan dalam hal ini sangat {ital karena APBDes selalu dicek/diperiksa oleh pibak
kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku™.

8. Menurut bapak/ibu; pernahkah Pemerintab Kabupaten Lingga dan Kecamatan Singkep Barat membatalkan
atau menghapus beberapa poin usulan masyarakat dalam APBDes? Mengapa?

Jawab : “pernah, karena dianggap tidak sesuai/penyimpangan penggunaan anggaran™,

9. Bagaimana pertanggungjawaban penggunaan APBDes yang bapak ketahui?
Jawnb : “Transparansi kepada pemerintah melalui SPJ, dan ke masyarakat dilakukan depgan cara
mengundang dan mengadakan rapat dan menjabarkannya secara terbuka”.

10. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat yang pernah dilakukan ?
Jawab: “Mengundang masyarakat berserta elemen kemasyarakatan yang ada di desa dan menjabarkan
secara terbuka rincian dana yang telah digunakan kbususnya pembangunan fisik yang didanai oleh
ADD”,

11. Bagaiamana bentuk pengawasan penggunaan dana APBDes baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Lingga maupun oleh masyarakat 7
Jawab : “Pengawasan dan penggunaan dana dilakukan oleh tim pelaksana desa yang diawasi oleh BPD,
sedangkan pengawasan oleh pemerintah kabupaten tidak ada secara langsung tetapi melalui SPJ”.

K&]emgﬁg}g@%kmmsﬂ@b%Ms masyarakat dalam mengontrol realisasi penggunaan
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Jawab: “pro akiif”.

D. Pendapatan Asli Desa (PADes)

1.

10.

11.

Apakah desa yang bapak pimpin mempunyai PADes 7
Jawab: *“ada”.

Kalau ya, sebutkan sumber-sumber penerimaan PADes tersebut 7
Jawab: *“(1) retribusi kendaraan angkutan barang, (2) tambatan perahu, (3) partisipasi pengsusaha
seternpat”.

Kalau tidak, mengapa desa tidak mampu menghasilkan PADes ?
Jawab: -

Menurut bapak/ibu, apakah desa sudah optimal dalam meningkatkan PADes, mengapa?
Jawab: “sudsh, karena dalam pungutan PADes sudah optimal dan tidakwada lagi celah untuk
mendatangkan PADes”.

Menurut bapak/ibiw, apa penyebab rendahnya PADes yang diperoleh desa?
Jawab: “tidak ada penyebab”.

Menurut bapak/ibu, apakah desa mempunyai kekayaan sumber ‘daya dlam yang beragam yang berpotensi
mendatangkan PADes ?

Jawab: “ada, seperti : air bersih, tambang timah, tambéng bouksit™.

Menurut bapak/ibu, bagaimana keleluasaan/kebebasdn )desa dalam mmemanfaatkan sumberdaya alam desa

yang berpotensi mendatangkan PADes ?

Jawab: “karena selama ini sumberdaya alam yang berpotensi seperti tambang timah belum bisa ditarik
PADes karena ada aturan pemetintaiivyang mengangkanginya dan tidak bisa melanggamya”.

Menurut bapak/ibu, apakah sumber-sumber yang sangat potensial mendatangkan PADes dikuasai dan

dimanfaatkan oleh pibak kabupaten ?jelaskan

Jawab: *Ya, seperti: timah dan bouksit”.

Menurut bapak/ibu, bagaimana updya desa selama ini untuk memanfaatkan sumberdaya alam desa untuk
mendatangkan PADes ?
Jawab: “Belum maksimal Karena terbentur masalah dana dan peraturan daerah”.

Apakah desa pertah mengeluarkan perdes tentang pemanfaatan sumberdaya alam desa yang bertujuan untuk
mendatangkan PADes ?
Jawab: “Belum pernah™.

Menurst  bapak/ibu, bagaimana dalam implementasinya apakah perdes tersebut mendapat
tantangan/penolakan dari pihak kabupaten ?
Jawab: -

Apakah desa membentuk lembaga/organisasi kemasyarakatan tersendiri seperti Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Desa (LPMDes) yang salah satu tugasnya untuk memungut dan mengelola PADes ?

Jawab: *“ya, pelimpahan dari desa sudah ada ke LPMDes tapi untuk sementara masih pemerintah desa
yang memungut dan mengetola PADes”.

E. Badan Usaha Desa (BUMDes)

1.

2.

Apa yang bapak/ibu ketahni tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ?

Jawab : “Badan usaha yang didenai dan dikelola oleh desa untuk mendatangkan keuntungan bagi desa”™.

Menurut bapak/ibu, apakah desa mempunyai sumberdaya desa yang cukup potensiai untuk diusahakan dan
dikelola dalam bentuk BUMDes?
Jawab: “ada, contoh: air bersih”.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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3. Menurut bapak/ibu, mengapa pemerintah desa yang bapak pimpin tidak/belum mampu mendirikan BUMDes
1?

Jawab : “karena terbentur masalah dana untuk pendirian BUMDes, dan juga SDM yang mengelola
BUMDes belum ada dan butuh pelatihan”.

5. Pertanyaan Untuk : KEPALA DUSUN HI SUNGAI BULUH
A. Desentralisasi Keuangan
l.  Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kemajuan pembangunan di desa ?
Jawab: “Cukup berpengaruh, kalau dilihat dari pembangunan fisik kemajuan yang dicapai sangatlah
minim. Ini mungkin sesuai dengan anggaran ADD itu sendiri dan kalau pemberdayaan cukup
dapat dirasakan, sebagai contoh : sanggar seni, PKK”,

2.  Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kemajuan pembangunan di desa ?
Jawab: “Pengaruh dari pemberian ADD terhadap PKK, Karang Taruna, pasti ada. Yang jelas kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan lembaga sosial kemasyarakatan akan térbantu dan kegiatan akan
berjalant ke arah lebih baik”.

B. Anpggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
1. Menunut bapak/ibu, bagaimana partisifasi masyarakat terutama dan.dusim yang bapak pimpin dalam
mengikuti proses penyusunan RAPBDes ?
Jawab:  “Kalau partisipasi masyarakat jelas ada, seperti dari perwakilan lembaga kemasyarakatan, ketua
RW,RT".

2, Menuntt bapek/ibu, bagaimana proses dalam menentukan'pilihan kegiatan yang akan dimasukan dalam
RAPBDes ?
Jawab: “dalam menentukan pilihen kegiatan. diterzpkan sistem prioritas dengan melihat kegunaan,
manfaat, kebutuhan, tapi tidak mepyimpang dari RPJMDes™.

3. Menurwt  bapak/ibu, bagaimana” _keleliasaan/kebebasan  masyarskat dalam  menentukan
keinginannya/pilihannya terhadap kegiatan baik pembangunzn fisik maupun pemberdayaan yang akan
dimasukan dalam APBDes?

Jawab: “Masyarakat tidak dibatasi keinginannya/pilibannya tapi untuk pembangunan fisik tetap memjuk
dari RPIMDes sedangkait pemberdayaan ditentukan dalam rapat/musyawarah APBDes tsbh”.

Pertanysan Untuk : KETUA LPM DESA SUNGAI BULUH

Pendapatan Asli Desa (FADes)

Menurut bapak/ibu, bagdimana peran LPMDes selama ini ?

Jawab: “Peran LPMDes di setiap kegiatannnya berjalan dengan keinginan dan ruang lingkupnya dalam
hal memberdayakan masyarakat, seperti kegiatan kepemudaan dan olah raga berjalan akiif dan
tidak ada kendala. Dibidang Kesenian sudah ada Sanggar Seni. Secara urmum peran dari LPMDes
didesa ini proaktif di segala bidang delain memberdayakan masyarakat™.

—» &

2. Memut bapak/ibu, apa saja yang telah dilakukan oleh LPMDes selama ini terutama dalam upaya
mendatangkan PADes ?
Jawab : “Dengan cara memberikan masukan atan saran-saran kepada pemerintah desa dari sektor mana
saja atau apa saja yang belum dioptimalkan dalam meundatangkan PADes ™.

3. Menurut bapak/ibu, mengapa LPMDes tidak dapat menjalankan fingsinya secara optimal ?
Jawab: “LPM Desa Sungai Buluh sudah menjalankan fungsinya secara optimal”.
4.  Menurut bapak/ibu, bagzimana kemampuan sumberdaya manusia yang menjadi pengurus LPMDes 7
Jawab : “Baik, Struktur organisasi LPMD memang sudah dibuat dengan sedemikian rupa sesuai dengan
sumberdaya manusia yang ada di masing-masing seksi dari struktur organisasi LPM dengan arti
kata orang yang duduk dipengurusan LPM dipilih sesuai dengan bidang keahliannya jadi sudah
tidak ada lagi pengurus vang tidak tahu akan fungsi dan tugasnya”.

jamana erintah mberdayakan LPMDes ?
Rblekdsl I'-JJetrpl”ﬂ’safg%l’abr‘i'%‘n|vers‘?f’a“§n§2'('al uka kabupaten dalam me P



—

bl

7.

]
.

8.

A.

41444, pd?

Jawab : “Dorongan yang diberikan pemerintah kabupaten selama ini yaitu dengan memberikan bantuan
dan operasional LPM setiap tahunnya dan melakukan pelatihan untuk ketua LPM tentang
bagaiman memberdayakan masyarakat yang adz di desa masing-masing™.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut bapak/ibu, bagaimana upaya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMDes) dalam

mempelopori lahirnya BUMDes ?

Jawab: “Sesnai dengan fungsi dan tugasnya LPMDes akan selalu mencari cara bagaimana
memberdayakan masyarakatya. salah satunya dengan membentuk BUMDes tapi itu tidaklah
mudah dan gampang. Pertama LPM akan mencoba membuat/merintis balai latihan kerja (BLK)
dan mendirikan koperasi dan dari dua badan usaha ini nantinya cikal bakal lahimya BUMDes
yang ada desa kami”.

Menurut bapak/ibu, apa saja kendala atau hambatan yang dibadapi LPMDes dalam merintis usaha desa
untuk dijadikan BUMDes ?
Jawab : “Kendala yang dihadapi adalah masalah klasik atau masalah dana (dana sangat terbatas)”.

Pertanyaan Untuk : KETUA KARANG TARUNA DESA SUNGAI BURUH

Desentralizasi Keuangan

Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadép /kemajuan pernbangunan di desa

khususnya terhadap Karanag Taruna? Menurut bapak/ibu, bagdimana pengaruh pemberian ADD terhadap

aktivitas dari lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di desd seperti Karang Taruna, PKK, LPM, dll ?

Jawab : “Pengaruh pemberian ADD cukup berpengarul terhadap lembaga kemasyarakatan karang taruna
karena dari dana tsh karang taruma dapat melakukan pemberdayaannya Khususnya kegiatan-
kegiatan kepemudaan dan olehraga™.

Menurut bapak/ibu, bagaimana pengarub spembérian ADD terhadap aktivitas dari lembaga sosial

kemasyarakatan yang ada di desa seperti Kafang Tamuna, PKK, LPM?.,

Jawab: “Seperti disebutkan tadi aktivitas lembaga sosial kemasyarakatan terbantu, seperti kegiatan
olabraga™.

Menurut bapak/ibu, apa saja berituk kegidtan karang taruna yang mendapat bantuan dana dari ADD?
Jawab : “adapun kegiatan yang méndapat bantuan dari ADD adalah di bidang olahraga bola kaki dan bola
voli”.

Pertanyaan Untuk © TOKOH MASYARAKAT DESA SUNGAI BULUH

Desentralisasi Keuangan

Menurut bapak/ibu,-bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kemajuan pembangunan di desa baik

sarana fisik, keagamaan, Xesenian, dil?

Jawab: “Sangat mendukung karena selama ini pembangunan sarana fisik memang ada, seperti : Bantuan
Sanggar Seni, dan bantuan masjid”.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

Menunt  bapak/ibu, bagaimana  keleluasaan/kebebasan  masyarakat dalam  menentukan

keinginanmya/pilihannya terhadap kegiatan baik pembangunan fis’k maupun pemberdayaan yang akan

dimasukan dalam APBDes?

Jawab: “kebebasan masyarakat dalam menentukan keinginan/pilihannya tidak dibatasi, tapi dari usulan
masyarakat tsb dibuat secara skala prioritas mana yang penting dan menyentmh masyarakat
langsumg didahulukan™.

Siapa saja masyarakat yang diundang dalamn musyawarah penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes) ?

Jawab : “Dusum, RT, RW, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, PKK.”.

Pertanyaan Untuk : KETUA BPD SUNGAI BULUH
Anggaran Pendapatan Bclanja Desa (APBDes)
Menunn bapak/ibu, bagaimana partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes ?

KOleM er%ﬁﬂd&@lﬁﬂﬁ&xﬁeﬂaw tinggi, dalam hal ini masyarakat diwakili oleh tokoh-

tokohnya serta lembaga kemasyarakatan lainnya karena dari perwakilan tsb akan timbul
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ide/masukan yang nantinya akan dijadikan perdes APBDes tapi semua itu tidak terlepas dari
RPIMDes yang telah disusun sebelumnya untuk fisik. Sedangkan untuk pemberdayaan sesuai
hasil musyawarah desa .

2. Menunut  bapak/ibu, bagaimana  keleluasaan/kebebasan  masyarakat dalam  menentukan
keinginannya/pilihannya terhadap kegiatan baik pembangunan fisik maupun pemberdayaan yang akan
dimasukan dalam APBDes?

Jawab : “Sudah jelas mencerminkan aspirasi masyarakat pada umumnya karena dari ide/masukan
masyarakat tsb sebagai bahan untuk pembuatan APBDes, khususnya fisik tetap mengacu ke
RPJMDes dan pemberdayaan dari aspirasi masyarakat yang telah disaring dan ditetapkan
prioritas”,

3. Menurut bapak/ibu, bagaimana partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes ?
Jawab : “Disini penggunaan APBDes memang terbuka dan akuntabel sehingga masyarakat akan tahu
kemana dan untuk pos apa saja realisasi dari anggaran APBDes digunakan dan apakah telah sesuai
dengan keinginan dari masyarakat dan tidak menyimpang dari APBDes)itu"sendin™.

9. Pertanyaan Untuk : KETUA PKK DESA SUNGATI BULUH
Desentralisasi Keuangan
Menurut bapak/ibu, apakah PKKmendapat bagian dari danadan ‘bagszimana pengaruh pemberian ADD
terhadap kegiatan PKK ?
Jawab: “sangat positif untuk menunjang kegiatan dan aktivitas RKK”.

10. Pertanyaan Untuk : KAUR EKBANG DESA SUNGAI RULUH
A. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
Menunzt bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kemajuan pembangunan di desa?
Jawab : “Pemberian ADD sangat berpengaruli {erbadap pembangunan desz terutama dalam bidang
pemberdayaan, contoh : PAUD, Posyaudn, PKK, Sanggar seni salah satu yang mendapat bantuan
ADD dan ketiga lembaga ini dapm mielakvkan pemberdayaannya, tapi jika dihubungkan dengan
pembangunan fisik biaya ARE thi sangat kecil dan hanya bisa memperbaiki™.

B. Pendapatan Asli Desa (PADeS)

Menurut bapak/ibu, apakah'desa siémpunyai kekayaan sumber daya alam yang beragam yang berpotensi

mendatangkan PADes 7

Jawab : “Setiap desatentu memiliki sumberdaya alam tetapi semuanya tergantung dari kemampuan kepala
desa, BPIidan sélurnh jajaran pemerintah desa di dalam mencari investor untuk bisa mengolah
potensi sumiberdaya alam tsbh, tetapi semuanya harus mengarah keterbukaan artinya harus ada
perdes\yang mengahr masalah PADes seperti tentang petugas pungut, pemanfaatannya, dan
pertanggdngjawabannya”.

—
v

2. Menunnt bapak/ibu, apakah pemerintah desa pernah atau telah melakukan pendataan potensi sumberdaya?
apakah pernah di ekspos?

Jawab: *“1. Pendataan potensi SDM dibidang penghasilan sudah dilakukan tetapi masyarakat sulit
memberikan data yang benar, Hal imi menyanghut masalah pajak maupun masalah bentusan
seperti raskin yang mungkin takut tidak mendapatkannya™.

2. Pendataan potensi SDA telsh dilakukan terutama dibidang pertambangan maupun lahan-
lahan kebun karet. Untuk mengekspos selama ini hanya dilakukan melalui proposal maupun
lisan dari kepala desa terhadap pejabat ditemuinya. Ekspos melalui media elektronik seperti
website/internet belum dapat dilakukan mengingat keterbatasan sarana dan SDM™.

11. Pertanysan Untuk : KETUA RW. 02 DUSUN 1 DESA SUNGAJ BULUH

A. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

Mepurut bapak/ibu, bagaimana partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes
terutama dari RW yang bapak pimpin ?

Jawab : “Tingkat kehadiran tidak terlaiu banyak”.

KoleRdétdanpompthkiing rohgpiamasitasihbersuls yang disampaikan masyarakat terutama RW yang bapak
pimpin, apakah sering ditolak atau diterima?

P
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Jawab: “karena memang untuk pembangunan fisikberdasarkan RPJMDes yang telah ada, dan untuk non
fisik khusus di wilayah RW ini tidak ada usulan ”.

3. Menurut bapak/ibu, sejauh yang bapak tahu apa saja bentuk pembangunan yang dibiayai dari ADD terutama
diwilayah RW yang bapak pimpin?
Jawab: “Di RW ini setahu saya untuk pernbangunan bangunan tidak ada, tapi renovasi ada yaitu surau”.

4. Menurut bapak/ibu, apakah pembangunan tersebut sudah dengan kebutuhan masyarakat di wilayah RW yang
bapak pimpin?
Jawab: “saya rasa sudah”™.

12. Pertanyaan Untuk : KETUA RT. 01 RW.05 DESA SUNGAI BULUH

A. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

1. Menurat bapak/ibu, bagaimena partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes
terutama dari RT yang bapak pimpin ?
Jawab: “aktif kehadiran masyarakat dalarn musyawarah RAPBDes”.

2.  Menurut bapak/ibu, bagaiamana usulan-usulan yang disampaikap madsyarakat termtama RW yang bapak
pimpin, apakah sering ditolak atau diterima?
Jawab: *tidak ada, karena apa yang diusulkan dari RT ini sudalrada.yang mendanai P3DK”.

3.  Menurut bapak/ibu, sejauh yang bapak tahu apa saja bentuk‘peibangunan yang dibiayai dari ADD terutama
diwilayah RT yang bapak pimpin?
Jawab: “Dalam wilayah RT saya tidak ada pembangunan yany dibiayai oleh ADD”.

4. Menurut bapak/ibu, apakah pembangunan tersebiut. sudah’ dengan kebutuhan masyarakat di wilayah RT yang
bapak pimpin?
Jawab: -

Pertanyaan Untuk : KEPALA DESA SUNGAIRAYA.

Otonomi Desa

Menurut bapak/ibn, apa yang Yapdk/ibu ketalhmi tentang otonormi desa ?

Jawab :  “Sesuai dengan definisi desa itu bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-
batas wilayah'yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan ‘asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim
pemeriritahian negara Republik Indonesia »

el I o

2.  Menurut bapak/ibu,‘bagaimana implementasi/penerapan otonomi desa terutama untuk desa yang bapak
pimpin selama ini ?
Jawab : “Penerapan otonomi desa pada saat ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik ™.

3. Menurut bapak/ibu, apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat terhadap pelaksanaan atau
penerapan otopomi desa di Kecamatan Singkep
Barat ?
Jawab: -
B. Desentralisasi Keuangan
Menunut bapak/ibu menyangkut pelimpahan kewenangan kevangan, apa saja kewenangan yang diberikan
kepada desa ?
8. Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten? Ada
b. Memungwt pajak/retribusi daerah? sebutkan jenisnya ? tidak ada
c. Bantuan keuangan lainnya ? sebutkan kalau ada ? tidak ada

Pt

2. Menurut bapak, apakah jumlah dana yang diberikan kepada desa sesuaj dengan beban tanggung jawab yang
dijalankan?
Jawab: “Sebagai desa pemekaran untuk tahap awal dirasakan sesvai dengan tanggung jawab, namun

Koleksi Perpmwmﬁsm dengan dana yang diberikan saat ini memang tak sesuai
dengan beban tanggung jawab yang dijalankan”.
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3. Menurut bapak/ibu, dengan besaran jumlah dana yang telah ditetapkan dari pemerintah kabupaten dan telah
diterima oleh pemerintah desa, apakah pemerintah desa mengalami dan merasa kesulitan dalam membiayai
urusan yang menjadi tanggungjawab pemerintah desa ? jelaskan alasanya
Jawab : “Jumlah dana yang diberikan pemerintah kabupaten yang diterima desa saat ini sudah agak

meningkat dari tahup-tahun sebefumnya, namun untuk kelanjutan jalannya sebuah desa periu ada
peningkatan setiap tahunnya agar dalam membiayai urusan yang menjadi tanggung jawab desa
dapat terlaksana dengan baik dan maksimal™.

4.  Apakah jumlah dana yang diberikan kepada pemerintah desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ?
Jawab : “Benar”.

5. Menurut bapak/ibu, bagaimapa pengaruh pemberian ADD terhadap kemajuan pembangunan di desa 7
Jawab : “Untuk tahap awal cukup berarti karena dapat membangun apa yang dibutuhkan masyarakat dajlam
skala prioritas yang kecil-kecil/rehap”.

6. Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap, ‘aktivitas dari lembaga sosial
kemasyarakatan yang ada di desa seperti Karang Taruna, PKK, EPM?...
Jawab : “Uatuk saat ini pemberian ADD uotuk lembaga desa tsb_ belnm-begitu berarti disebabkan faktor
utama behim adanya pembinaan terhadap lembaga tsb daripibak pemerintah kemudian kurangnya
SDM yang menduduki kelembagaan tsb dan masih niinimnya ploting dana ke lembaga tsb
dikarenakan lebih banyak digunakan untuk pembagigunan fisik ”.

C. Anggaran Peadapatan Belanjz Desa (APBDes) :
1. Dalam pembuatan perdes APBDes, apakah ada petunjuk baku atau format yang sudah disediakan oleh
Pemerintah Kabupaten Lingga yang harus diikuti.oleh Peimerintah desa, seperti apa bentuknya?
Jawab : “Bentuk format tsb ada di dalam peraturan inénteri dalam negeri no. 37 tabun 2007, yaitu tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangax' Desa™

2. Bagaimana tahapan-tahapan proses peniyusitnan APBDes yang bepak laksanakan?

Jawab : “Untuk belanja rutin dan‘operasional desa di rancang oleh sekretaris desa dan bendahara desa yang
kemudian rencangdn, tsb  disjukan/disampaikan kepada desa. Untuk pemberdayaan dan
pembangunan dirancang’oleh kepala urusan pembangunan bekerjasama dengan tim TPD desa,
kemudian setélah selesai dimusyawarahkan dengan pemuka masyarakat dan lembaga yang ada di
desa, apabila telah disetujui oleh para pemuka masyarakat dan lembagz tsb baru rancangan tsb
diajukan ¥epala BPD untuk dibabas dalam paripurna BPD, setelah disetujui oleh BPD, maka BPD
mengundang kepala desa untuk mengesahkan RAPBDes menjadi APBDes setiap tahunnya”.

3. Siapa saja masyarakat yang diundang dalam musyawarah penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) ?
Jawab : “Lembaga yang ada di masyarakat seperti : RT, RW, Tokoh Masayarakat, Pemuda. PKK, dan Tokoh

Agama serta unsur yang ada di masyarakat yang dipandang pertu untuk hadir dalamm pembahasan
RAPBDes™.

4. Menurut bapak/ibu, bagaimana partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes ?
Jawab : “Sasat ini partisipasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes cukup memuaskan
sekali karena masyarakat sekarang sudah banyak mau mengutarakan pendapat kearah perbaikan di
dalam merumuskan RAPBDes”,

5.  Menurut bapak/ibu, bagaimana proses menentukan pilihan kegiatan yang akan dimasukan dalam RAPBDes
)

Jawab: *“Didalam menentukan pilihan kegiatan yang dimasukan dalam RAPBDes adalab berdasarkan
kebutuhan bukan kenginan”.

6. Menurut  bapak/ibu, bagaimana  keleluasaan/kebebasan  masyarakat  dalam  menentukan
keinginannya/pitihannya terhadap kegiatan balk pembangunan fisik maupun pemberdayaan yang akan
KoleksnieaqndsiamadtBDesversitas Terbuka



10.

11

12.

41444 b4

Jawab : “Masyarakat pada saat ini sudah cukup kritis di mana sebagai pemerintah desa hanya dapat
mengambil kebijakan 40% dan yang 60% adalah masyarakat itulah realita saat ini”.

Menurut bapak/ibu, sejauh mana keterlibatan pemeriniah kabupaten dan kecamatan dalam setiap rahap

penyusunan APBDes ?

Jawab : “Pemerintah kabupaten dan kecamatan hanya megoreksi tahapan penyusunan APBDes tsb, apakah
dalam penyusunan tsb ada yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada”.

Menurut bapak/ibu, pernahkah Pemerintah Kabupaten Lingga dan Kecamatan Singkep Barat membatalkan

atau menghapus beberapa poin usulan masyarakat dalam APBDes? Mengapa?

Jawab : “Pernah, karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini, karena pemerintah
kabupaten Lingga dan Kecamatan Singkep Barat adalah pembina desa yang ada diwilayah
kabupaten dan kecamatan ini, agar di dalam penyusunan APBDes dari tahun ke tahun ada
peningkatan ke arah lebih baik™.

Bagaimana pertanggungjawaban penggunaan APBDes yang bapak ketahui?
Jawab: “Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaen dana kepada [Bupati melalui Camat, sesuai
dengan antara perundang-undangan yang berlaku”.

Bagaimana bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat yang periiah dilakukan ?

Jawab: “Ubptuk saat ini pertanggungjawaban kepada masyarakat secara formal belum ada, pernah
konsultasi dengan pemerintahan kabupaten tentdng, LEPJ namun hal itu belum ada penerapan
secara detail”.

Bagaiamana bentuk pengawasan penggunaan dana APBDes baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten

Lingga maupun oleh masyarakat ?

Jawab: “Pengawasan yang dilakukan pihak kabupatén adalah dengan meneliti perdes tentang penggunaan
dana setiap tahunnya apakah adi dimuat‘dalam perdes tsb yang tidak sesuai dengan aturan yang
ada. Oleh masyarakat di awasi.oleh badan dan lembaga yang ada di masyarakat”.

Menurut bapak/ibu, bagaimana partisipasi’dan akses masyarakal daiam mengontrol realisasi penggunaan

APBDes ?

Jawab: “Untuk saat ini masyardkat sudah lebih dulu mengetahui hal yang akan dibangun sebelum
APBDes tsb digunakan karena wakil-wakil masyarakat dalam penyusunan APBDes mereka

D. Pendapatan Asfi Desa (PADes)

L.

Apakah desa yang bapak pimpin mempunyai PADes ?
Jawab: “tidak”.

Kalau ya, sebutkan sumber-sumber penerimaan PADes tersebut ?
Jawab: -

Kalau tidak, mengapa desa tidak mampu menghasilkan PADes ?

Jawab : “Dalam tahap awal jalanmmya desa memang agka sulit untuk menghasilkan PADes dikarenakan
yang akan dipungut atau yang diambil untuk dijadikan PADes khususnya di desa Sungai Raya
saat ini belum ada. Namun untuk ke depan kami sudah merencanakan untuk dapat menghasilkan
PADes tsb”,

Menurut bapak/ibu, apakah desa sudah optimal dalam meningkatican PADes, mengapa?

Jawab: “Untuk peningkatan PADes saat ini belum optimal karena pada saat ini SDm cukup namun sosial
kemasyarakatan belum begitu baik dan perlu adanya bimbingan terhadap lembaga yang akan
mengelola PADes™.

. W’b a ebab ren a PADes yang diperoleh desa ?
Péolemp_s akaan Unl\);er3|tas r’[)uka yang dipero
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5. Menurut bapak/ibu, apakah desa mempunyai kekayaan sumber daya alam yang beragam yang berpotensi
mendatangkan PADes ?
Jawab: “Punya, Terutama untuk desa Sungai Raya untuk dijadikan PADes itu ada, Cuma saat ini sistem
pengelolaan yang belum ada, pembinaan kearah inilah yang akan kami adakan™.

6. Menurut bapak/ibu, bagaimana keleluasaan/kebebasan desa dalam memanfeatkan sumberdaya alam desa
yang berpotensi mendatangkan PADes ?
Jawab: “Apabila SDA yang ada belum dikelola oleh kabupaten maka desa berhak penuh untuk mengelola
hal itu untuk dijadikan PADes dengan persyaratan harus ada payung hukumnya yaitu peraturan
desa”.

7. Menurut bapak/ibu, apakah sumber-sumber yang sangat potensial mendatangkan PADes dikuasai dan
dimanfaatkan oleh pihak kabupaten ? jelaskan
Jawab: “Untuk di desa Sungai Raya saat ini belum ada kabupaten mengelola SDA yang potensial™.

8. Menurut bapak/ibu, bagzimana upaya desa selama ini untuk memanfeatkan sumberdaya alam desa untuk
mendatangkan PADes ?
Jawab: “Kami dari pemerintah desa saat ini dalam tahap meminta pendapai dan saran kepada segenap
pemuka musysrakat agar ke depan di desa ini sudah dapatmeman{askan sumberdaya alam yang
ada untuk dijadikan PADes, tentunya dalam jangka waktu yang agak panjang”.

9. Apakah desa pernah mengeluarkan perdes tentang pemanfaatan,sumberdaya alam desa yang bertujuan untuk
mendatangkan PADes ?
Jawab: “Belum”.

10. Memurut bapak/ibu, bagaimana dalam _implemeatasinya apakah perdes tersebut mendapat
tantangan/penclakan dari pihak kabupaten ?
Jawab: -

11. Apakah desa membentuk lembaga/orginisasi kemasyarakatan tersendiri seperti Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa (LPMDes) yang(salah sata tugasnya untuk memungut dan mengelola PADes ?
Jawab: “Sudah, namun pada’saat ini belum berjalan meksimal”.

E. Badan Usaha Desa (BUNMDes)
1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ?
Jawab: *“Sebuah badai usaha yang sepenuvhnya dikelola oleh desa”,

2. Menunxt bapak/ibu;“2pakah desa mempunyai sumberdaya desa yang cukup potensial untuk diusahakan dan
dikelola dalam bentuk BUMDes?
Jawab: “Rencana ke depan kami akan membuat sebuah perkebunan karet yang dikelola oleh LPMD
dengan Jahen wrtek tahap awal + 20 Ha”.

3.  Menurut bapak/ibu, mengapa pemerintah desa yang bapak pimpin tidak/belum mampu mendirikan BUMDes
l?

Jawab : “Sebenamya ada potensi yang bisa dibuat atau didirikan BUMDes, namun masyarakat menilai
bahwa kemajuan sebuah desa dilihat dari pembangunan fisik saja. Sebenarnya kami ingin
menggunakan dana ADD untuk mendirikan sebuah BUMDes yang bergerak dibidang perkebunan
karet, namun sebgaian besar masyarakat belum mau dana ADD digunakan kearah itu™.

5. Pertanyaan Untuk : KEPALA DUSUN II SUNGAIL RAYA
A. Desentralisasi Kezangan

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kemajuan pembangunan di desa 7
Jawab: “Cukup membantu masyarakat yang keinginannya tidak bisa didanai cleh dana pendapatan desa”.

2.  Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kemajuan pembangunan di desa ?
wia_l,'a i E bchEPﬁamh %aﬁ.adaéj ADD karena kegiatan i isa terlaksana™.
Kolel{?;l erpustakaan versi Eiboka cgiatan yang disusun bisa
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B. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana partisifasi masyarakat terutama dari dusun yang bapak pimpin dalam
mengikuti proses penyusunan RAPBDes ?
Jawab:  “Cukup berpartisipasi™.

2.  Menurut bapak/ibu, bagaimana proses dalam menentukan pilihan kegiatan yang akan dimasukan dalam
RAPBDes ?

Jawab: “Yang sifatnya kebutuhan mendesak dan bukan keinginan”.

3. Menunit  bapakiibu, bagaimana  keleluasaan’kebebasan  masyarakat  dalam  menentukan
keinginannya/pilihannya terhadap kegiatan baik pembangunan fisitk maupun pemberdayaan yang akan
dimasukan dalam APBDes?

Jawab: “Cara bermusyawarah mufakat™.

&

Pertanyaan Untuk : KETUA LPM DESA SUNGAI RAYA

A. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Menurut bapak/ibu, bagaimana peran LPMDes selama ini ?

Jawab: “Selama ini LPM masih belum ada kegiatan maupun anggota karena anggota belum ada
bimbingan atau sosialisasi agar mereka paham dan menger(i fongsi bidangnya masing-masing”.

2.  Menurnut bapak/ibu, apa saja yang telah dilakukan oleh LPMDes selama ini terutama dalam upaya
mendatangkan PADes ?

Jawab: “Belum ada, baru rencana mengajukan ke desd di méra setiap pengusaha yang ada di desa akan
dipungut bayaran khusnsnya getah dalam perkilomya kami ambil Rp. 100,- dari hasil tsb sekian
persen untk desa dan sekian persen uyntuk pengelola dan rencananya kitz buat perdes sekian
persen untuk pembangunan dan sekian persen untuk pemeberdayaan itupun kalau desa setuju”™.

3.  Menuna bapak/ibu, mengapa LPMDes tiddk dapat inenjalankan fungsinya secara optimal ?
Jawab: “Sebenamya LPM dapat menjalankan fungsinya, kita hidup bermasyarakat setiap kali mengambil
Keputusan kita harus mendapat kata sepakat dari anggota maupun masyarakat agar tidak terjadi
kekelinem maupun kesalatian™.

4. Menunut bapak/ibu, bagaimanakemampuan sumberdaya manusia yang menjadi pengurus LPMDes 7
Jawab: “Sebenamyasumberddya yang menjadi pengurus masih banyak membutuhkan bimbingan dan
dorongan dari pemerintah desa dan kecamatan™.

5. Menurut bapakiibu, bagaiamana dorongan pemerintah kabupaten dalam memberdzyakan LPMDes ?

Jawab : “Selami-ini ada bimbingan pemerintah kabupaten sudah cukup lumayan ada sosialisasi, pelatihan
dan bimbingzn bagi ketua tetapi bagi anggota belum ada bimbingan apa saja fungsi bidang
masing-masing, Saya berharap ada bimbingan bagi anggota agar dapat bekerjasama”.

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menone bapak/ibu, bagaimana upaya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMDes) dalam
mempelopori lahirnya BUMDes 7

Jawab: “Memberi dorongan kepada desa untuk didirikan koperasi desa agar masyarakat dapat berkreatif”.

S—

2. Menurut bapak/ibu, apa saja kendala atan hambatan yang dihadapi LPMDes dalam merintis usaha desa
untuk dijadikan BUMDes ?
Jawab : “Bantuan atan permodalan untuk mendirikan usaha milik desa”.

Pertanyasn Untuk : KETUA KARANG TARUNA SUNGAI RAYA

Desentralisasi Kenangan

Memmrut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kemajuan pembangunan di desa

khususnya terhadap Karanag Taruna? Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap

aktivitas dari lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di desa seperti Karang Taruna, PKK, LPM, dli ?

Jawab : “Sangat berpengaruh bagi desa baru terntama desa Sungai Raya yang belum mempunyai retribusi
. desa. ususnya untuk g taruna sangat membantu dalam kegiatan yang dilakukan oleh

Koleksi Perp E}h\ﬁq{%&% ya di RT. 01 RW. 01 Tangsi Rasep dengan adanya dana

-
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ADD untuk karang taruna dapat mendatangkan pelatih bola kaki dalam menyalurkan bakat dan
minat pemuda ”,

2.  Menurut bapak/ibu, bagaimana pengamh pemberian ADD terhadap aktivitas dari lembaga sosial
kemasyarakatan yang ada di desa seperti Karang Tanma, PKK, LPM?..
Jawab: “Dengan adanya ADD karang taruna desa Sungai Raya sangat terbantu untuk modal awal dalam
melakukan aktivitas sosial kemasyarakatan™.

3. Menurut bapak/ibu, apa saja bentuk kegiatan karang taruna yang mendapat bantuan dana dari ADD?
Jawab: “Kegiatan karang taruna yang mendapat bantuan dari ADD, seperti : kegiatan keagamaan, gotong
royong, dan pelatihan bola kaki™.

~X
.

Pertanyaan Untuk : TOKOH MASYARAKAT SUNGAI RAYA

A. Desentralisasi Keuangan

Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kemajuan (pembangunan di desa baik

sarana fisik, keagamaan, Kesenian, dli?

Jawab: “Pengaruh atas bantuan ADD yang dirasakan oleh masyarakat sangat baik, terlihat pada tahun
sebelumnya 2010 pembangunan yang dialckasikan dari dana, ADD tsb-sangatlah bermanfaat untuk
masyarakat dan dana 2011 yang masih berjalan tidak Kalah. befmanfastnya bagi masyarakat
setempat”.

B. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

Menurut  bapakfibu,  bagaimana  keleluasaan/kebebusai” masyarakat  dalam  menentukan

keinginannya/pilihannya terhadap kegiatan baik pembangunan fisik maupun pemberdayaan yang akan

dimasukan dalam APBDes?

Jawab: “Keleluasaan/kebebasanyang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat dalam menentukan
keinginan terhadap pembangunan fisik“maupun pemberdayaan yang akan dimasukan dalm
APBDes sangatlah transparan yang mand pemerintah desa menjaring, aspirasi masyarakat sesuai
aturan yang ada”.

—
.

2, Siapa saja masyarakat yang diundang dalam musyawarah penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) ?
Jawab: “BPD, RT, RW, Kadus./Tomas, pemuda, Tokoh Agarna, Tokoh wanite”.

Pertanyaan Unfuk : KETUA BPD SUNGAI RAYA

Anggaran Pendapatsic-BDelanja Desa (APBDes)

Menurut bapak/ibu, bagaimana partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes ?

Jawab: “Dengan’ perwakilan dari tokch masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan lembaga
kemasyarakatan yang ada didesa Sungai Raya khususnya sangat berperan aktif dan antusias dalam
penyusuntan RAPBDes karena masyarakat Sumgai Raya khususnya cukup memahami dengan alur-
alur kerja pemerintahan desa. Dengan awal penyusunan RAPBDes milah sebagai acvan dari
pelaksanaan program pemerintahan desa dalam penggunaan APBDes”.

~—p®

2. Meounz  bapak/ibu, bagaimana  keleluasaan/kebebasan  masyarakat dalam  menentukan
keinginannya/pilihannya terhadap kegiatan baik pembangunan fisik maupun pemberdayaan yang akan
dimasukan dalam APBDes?

Jawab: “Dalam penyusunan RAPBDes sebelum dilaksanakan penyusunan yang biasanya dilaksanakan di
kantor desa, kepada Kadus, RW, RT beserta tokoh masyarakat lainnya telah
melaksanakan/mengadakan rapat tsb. Dengan hasil rapat tsb merupakan keinginan  dari
masyarakat yang diprioritaskan akan dibawa dan dicantmkan dalam penyusunan penggunsan
APBDes. Dengan sistimn kerja inilah dapat menampung dan menyerap aspirasi masyarakat.”.

3.  Menurut bapak/ibu, bagaimana partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes ?
Jawab: “Pada setiap penggunaan APBDes dalam pembangunan fisikseteleh terealisasi  untuk
pertanggungjawaban hal tersebut disampaikan kembali kepada masyarakat, ini keinginan
masyarakat sebagai bentuk partisipasi pengontrolan dari masyarakat™.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Pertanyaan Untuk : KETUA PKK SUNGAI RAYA

Desentralisasi Keuangan

Menurut bapak/ibu, apakah PKKmendapat bagian dari danadan bagaimana pengaruh pemberian ADD
terhadap kegiatan PKK ?

Jawab: “Pembagian dari dan ADD ada, tetapi kegiatan belum begitu maksimal dijalankan”.

Pertanyaan Untuk : KAUR EKBANG DESA SUNGAIRAYA

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

Menurut bapak/ibu, bagaimana pengaruh pemberian ADD terhadap kemajuan pembangiman di desa?

Jawab: “Sangat berpengaruh, dengan adanya ADD semua rancangan pembangunan di desa sedikii atau
banyak sudah ada yang terwujudkan kemajuan pembangunan di desa tenrtama di Desa Sungai
Raya sudah ada beberapa bangunan yang dibangun dengan adanya dana ADD tsb ™.

Pendapatan Asli Desa (PADes)

Menurut bapak/ibu, apakah desa mempunyai kekayaan sumber daya alam yang-beragam yang berpotensi
mendatangkan PADes ?

Jawab: “tidak ada™.

Menurut bapak/ibu, apakah pemerintah desa pernah atau telah melakikan-pendataan potensi sumberdaya?
apakah pernah di ekspos?
Jawab : “Tidak pernah”.

. Pertanyaan Untuk : KETUA RW, 01 DUSUN | SUNGAI RAYA

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

Menurut bapakfibu, bagaimana partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes
terutama dari RW yang bapak pimpin ?

Jawab: “Bagus/serta diterima dimasyarakat™.

Menunnt bapak/ibu, bagaiamana usulabp-usulan yang disampaikan masyarakat terutama RW yang bapak
pimpin, apakah sering ditolak atau diterima?
Jawab: “Ditolak karena tidak merh€nuhi persyaratan, dan diterima karena kebutuhan masyarakat™.

Menurut bapak/ibu, sejauh yang\bapak tahu apa saja bentuk pembangunan yang dibiayai dan ADD terutama
diwilayah RW yang bapak pimpin?
Jawab : “Tempat wuduk tempat parkir, gudang”.

Menunn bapak/ibu, apakah pembangunan tersebut sudah dengan kebutuhan masyarakat di wilayah RW yang
bapak pimpin?
Jawab: “Sudah, sesuai karena pembangunan tersebut hasil musyawarah masyarakat™,

Pertanyaan Untuk : KETUA RT. 03 RW.03 SUNGAI RAYA

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

Menurut bapak/ibu, bagaimana partisifasi masyarakat dalam mengikuti proses penyusunan RAPBDes
terutama dari RT yang bapak pimpin 7

Jawab: “Sangat-sangat mendukung”.

Menunst bapak/ibu, bagaiamana usulan-usulan yang disampaikan masyarakat terutama RW yang bapak
pimpin, apaksh sering ditolak atan diterima?

Jawab: “ya diterima, karena masyarakat air merah sangat-sangat membutuhkan pembangunan™,

Menunut bapak/ibu, sejauh yang bapak tahu apa saja bentuk pembangunan yang dibiayai dari ADD terutama
diwilayah RT yang bapak pimpin?

Jawab: “Parkir honda disamping masjid, dan iempat berwuduk disamping masjid™.

Menurut bapak/ibu, apakah pembangunan tersebut sudah dengan kebututhan masyarakat di wilayab RT yang

KoleRopkarippstalkaan Universitas Terbuka

Jawab : “sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat air merah™
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Lampiran 7.
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN SINGKEP BARAT
KABUPATEN LINGGA TAHUN 2011
CAMAT
p————
T
TENAGA FUNGSIONAL i SEKRETARIS CAMAT
. & SENENN S ——— - "
MASRIDA, AR ZAINAL ABIDIN, S.S05.
KASUBAG UMUM DAN KASUBAG KEUANGAN
PROGRAM DAN KEPEGAWAIAN
_PROGRAM e
KASI PEMERINTAHAN KASI PERBKONOMHAN"‘
Tepcs-re -
KETERANGAN: memmnmwew=- = Garis Koordinasi

= Garis Komando

Sumber : Kantor Kecamatan Singkep Barat Tahun 2011
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